
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5401); 

a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 
salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat 
digunakan untuk menunjang penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dalam 
rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; 

b. bahwa potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi 
daerah di Kabupaten Kolaka Timur perlu dilakukan 
optimalisasi melalui upaya intensifikasi dan 
ekstensifikasi sehingga dapat meningkatkan • pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan 
retribusi daerah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 
seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah 
ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi 
dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah; 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

TENTANG 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
NOMOR 1 TAHUN 2024 

BUPATI KOLAK.i\ Tll' UR PROVINSISULAWESITENGGARA 



9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2023 Tentang Pemungutan Pajak Barang dan 
Jasa atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Norn or 1 7, Tambahan Lembaran 
Necara Republik Indonesia Nomor 6RdR)· J. '-'b .L '-.A. '- t..J .I. .&J.J.tr..4 .£. VVJ.'-A l ',. .&..&..I.VJ. .._,, t '-' ) 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ten tang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 6881). 

T-~ ..... - ..... 8;,... 1\J,..._,..._ C..C..11 C..)• 
1.11\..lVl.1\., lCl J.'tV11.1V.l V\JtU 7 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemeri ntab an Daera h [Lem ha ra n NPgRrn Pe-publik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6841); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 
Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia N omor 5161); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor i2 
Tahun 2019 Ten tang Pengelolaan Keungan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor GG28); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 
Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Pernerintahan Daerah Jrang mermmpm pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur 
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 
urisur Penyelenggara Pernerintahan Daerah. 

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnva kemakmuran rakvat. 

J J 

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/ a tau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. 
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

11. Su bjek Retribusi adalah orang pribadi a tau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. 

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Ka bu paten Kolaka Timur. 
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pernerintahan negara 
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pcmbantuan dcngan prinsip otcnorni scluas­ 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH. 

Menetapkan 

M~MUTUSKAN: 

BUPATI KOLAKA TIMUR 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

Dengan Persetujuan Bersama 
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12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
perat uran perunda ng-u ndangan diwajibkan trnt uk mela kuka n 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. 

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya. badan usaha milik ncgara, BUMD. atau badan usaha 
milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 

14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak 
atas kepemilikan dan/ a tau penguasaan kendaraan bermotor. 

15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB 
adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai alat 
perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi 
karena jual bell, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke 
dalam badan usaha. 

16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau 
kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan 
teknik berupa motor atau peraiatan iainnya yang berfungsi untuk 
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak 
kendaraan bermotor yang bersangkutan. 

1 7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam a tau dilekatkan secara 
tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi. 

i8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat 
BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ a tau Bangunan. 

19. Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau 
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 
dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. 

20. Hak atas Tanah da.n/ atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk 
hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud 
dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. 

21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah 
Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang 
darr/ atau jasa tcrtcntu. 

22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual 
dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. 

23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang 
disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun 
t-;,4-:,1.r lancsunc otan .,..,...,,1a111; pec-anar, nl,:,'h restcran L..L"-'l.'-A.. . .1,'ltr. ... a..;. b""'......._ ...... b, ',..A.\.. ......................... _ ... ~......_... 11,J ... ~ ... \..I.&._ ......... - l,..\,J ~ .... 

24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau 
Minuman dengan dipungut bayaran. 

25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu 
pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam 
peralatan listrik. 

26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat 
dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan min um, kegiatan hiburan, 
dan/ a tau fasilitas lainnya. 

-4- 



dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 
43. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Sadan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan alas kegiatan, pernanfaatan ruang, serta periggunaan 
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu 
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 

27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir 
di lu_;::ir bAd;::in jAlfm d;::in/atm1. pelay:=wan mem;::i.rkirkan kend;:ir;::i:.::in t in t i i k 
ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 
penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. 

28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau 
penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan. 
ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati. 

29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. 
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan 

corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 
menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum 
terhadap sesuatu. 

31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas 
pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah. 

32. Air Tanah adalah semua air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau 
batuan di bawah permukaan tanah. 

33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di 
dalam dan/ atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLS 
adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di 
dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. 

35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan 
dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 

36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalta, yaitu 
collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan 
collocalia linchi. 

37. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. 
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB 

adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKS sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

39. Opsen Bea Balik Narna Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut 
Opsen BSNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok 
BSNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, 
kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 
dengan tahun kalcnder. 

41. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan a tau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Sadan. 

42. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
f'laprah uant'T dapat bersifat mencari keuntunzan t,,:,r<>n".l '"',:,ri,:, dasarnva '-'(.A..VL~LJ.. .J £..1.l:) '-4~ 1..- V.1. J.J.."-A"- J..LV..1.•V .L ... :'tr,.\,.; .l.lw ... J..t:)'-A..a..a. ,1.tr..t.A.4V.L..l.t..,4,. .t-"'"'4'\,..t.~ "'4-......._Uvl..&. ,1.J - 
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a) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; 
b) pelayanan rumah pemotongan hewan temak; 
c) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; 
d) penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan 
e) pernanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan 

tugas · dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau 
optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status 
kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

c. Perizinan Tertent u. 
Jenis pelayanan pemberian izm yang merupakan objek Retribusi 
Perizinan Tertentu yang dipungut yaitu persetujuan bangunan gedung. 

1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas: 
a. PBB-P2; 
b. BPHTB; 
c. PBJT; 

1. Makanan dan/ a tau Minuman; 
2. Tenaga Listrik; dan 
3. Jasa Perhotelan. 

d. Pajak Reklame; 
e. PAT; 
f. Pajak MBLB; 
g. Pajak Sarang Burung Walet; 
h. Opsen PKB; dan 
1. Opsen BBNKB. 

2) .Jenis Retribusi terdiri atas: 
a. Retribusi Jasa Umum; 

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum yang 
dipungut meliputi: 
a) pelayanan kesehatan; 
b) pclayanan kcbcrsihan: 
c) pelayanan parkir di tepi jalan um um; dan 
d) pelayanan pasar 

b. Retribusi Jasa Usaha; 
Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Jenis Pajak Pajak dan Retribusi 

BAH 11 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

44. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
si stern va nc d ite ra rika n oleh s::it1rnn keria nera nzkat dae rah at an unit 

J (J 1. J1. v 
satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah 
dalam memberikan pelayan kepada Masyarakat yang mempunyai 
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 
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(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. 
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan 

proses penilaian PBB- P2. 

(1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata 
mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas 
Bumi, dan/ a tau memiliki, menguasai, dan/ atau mcmpcroleh manfaat 
atas Bangunan. 

(2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata 
mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas 
Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat 
atas Bangunan. 

Pasal4 

Pasal5 

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan/ a tau dimanfaatkan oleh orang pribadi a tau Sadan. kccuali kawasan 
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertam bangan. 

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi 
hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan. 

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas: 
a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan 

Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat 
sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; 

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk 
melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, 
kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak 
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 

c. Bumi dan/ atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk 
tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; 

d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan 
wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh 
desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 

e. Bumi dan/ atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan 
diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 

f. Bumi dany atau Bangunan yang digunakan oleh badan arau 
perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri; 

g. Bumi dan/atau Bangunan untukjalur kereta api, moda raya terpadu 
(Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau 
yang sejenrs; 

h. Bumi dan/ atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP 
tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan 

1. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan 
oleh Pemerintah. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
PRR-P? 
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(1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah 
tempat Bumi dan/atau Bangunan berada. 

Pasal 10 

(1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. 
(2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah 

menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari. 
(3i Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemiiikan, 

penguasaan dan/ atau pemanfaatan Bumi dan/ a tau Bangunan. 

Pasal9 

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar 
pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif 
PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 

Pasal 8 

(1) NJOP kurang dari RpS00.000.0.00,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan 
Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0, 1 % (nol koma satu persen). 

(2) NJOP lebih dari dan sama dengan RPS00.000.000,- (lima ratus juta 
ruoiahl ditctapkan Tarif P00 n2 scbcsar O 2°' (-01 1-0~" ,.i, '" -,.-,.,.-, iJGl.iJ 1 La. n.a.J. Gl.J. ............. -.l 1.,U\., Gl.J. v, /U 11 1n. 111a.u.ua.p1.,1,:,1.,,u,. 

(3) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan 
produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol 
sembilan persen) 

Pasal 7 

(1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling 
rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) 
dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. 

(2i Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (I] atas 
kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara 
lain: 
a. kenaikan NJOP hasil penilaian; 
b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/ atau 
c. klasierisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah. 

(3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 6 

(6) 

(4) 

NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh 
jura rupiah] u nruk set iap Wajih PRjRk. 
Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek 
PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 
untuk setiap Tahun Pajak. 
NJOP sebazaimana dimaksud oada avat ( 1 l ditetankan setian 3 (tizal 
tahun, kec~ali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tcili~~ 
sesuai dengan perkembangan wilayahnya. 
Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

(5) 

(3) 
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(3) Hak alas Tanah dan/ a tau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
a. hak milik; 
b. hak guna usaha; 
c, h:::lk guna bangunan: 
d. hak pakai; 
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan 
f. hak pengelolaan. 

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah 
dan/atau Bangunan: 
a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara 

negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik 
negara atau barang milik Daerah; 

b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/ a tau untuk 
pclaksanaan pcmbangunan guna kcpcntingan umum: 

c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat 
tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi 
dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dan 
dijelaskan Menteri dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan 
urusan keuangan negara; 

d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas 
perlakuan timbal balik; 

(ii Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 
a. pemindahan hak karena: 

1. jual beli; 
2. lukar-menukar; 
3. hibah; 
4. hibah wasiat; 
5. wans; 
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 
8. penunjukan pembeli dalam lelang; 
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap; 
10. penggabungan usaha; 
11. pclcburan usaha; 
12. pemekaran usaha; atau 
1 3. hadiah; dan 

b. pemberian hak baru karena: 
1. kelanjutan pelepasan hak; atau 

Pasal 11 

Bagian Ketiga 
BPHTB 

(2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud 
nada RVRt (ll arla la h wilavah ORF.rRh ternnat R11mi 1fan/RtR11 RRnP-111rn11 J .J \ I .J J. I t....:, 

beriku t berada : 
a. perairan darat serta bangunan di atasnya; dan 
b. bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi 

tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan. 
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c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk 
penunjukan pembeli dalam lelang. 

(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan 
dalam oenzenaan pajak bumi dan bancunan nada tahun teriadinva ~ .L.L yv..1,..1,0'-' t.A.\..AJ.J. 'I.A.J""'-"- ..., .a...1.. .a. t..A..L.J. ~.Lb .1..L .a.. .t-' ........... 1...~.a.. .a...a. '--'-'.Lj\A. .l..L.&..) 

perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang 
digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 
terjadinya perolehan. 

(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan 
objek pajak tidak keria pajak sebagai pengurang dasar pengeriaan 
BPHTB. 

(5) Besamya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar 
Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak 
pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB. 

hadiah; dan 

(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. 
(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan sebagai berikut: 
a. harga transaksi untuk jual beli; 
b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, 

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan 
hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak h.a.i cua. 
pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan 
hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, 
penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan 

Pasal 13 

(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh 
Hak atas Tanah dan/ a tau Bangunan. 

(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh 
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

Pasal 12 

e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena 
perbuatan h11k11m lain rle.ngBn t idak arlanya perriba ha n nRmR; 

f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; 
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan 

ibadah; dan 
h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan. 
(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi Masyarakat berpenghasilan 

rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f yaitu untuk 
kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan 
oleh Kepala Daerah. 

(6) Kreteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan 
dengan kebijakan pemeberian kemudahan Pembangunan dan perolehan 
rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum 
dan perumahan rakya t. 
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Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat 
tanah dan/ atau bangunan berada. 

f. Langgal dilerbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk 
pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau 

g. tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. 
(2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/ atau Bangunan tidak 

menggunakan perjanjian pengikatan jua 1 beli sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untukjual beli adalah pada 
saat ditandatanganinya akta jual beli. 

d. tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap untuk putusan hakim; 

e. tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk 
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan 

untuk waris; 

[I] Saat terutangnya BPHTB ditetapkan: 
a. tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual 

beli untuk jual beli; 
b. tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-rnenukar, 

hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan 
hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, 
penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, 
dan/ a tau hadiah; 

c. tanggal penerima warisan atau yang diberi kuasa oleh penerima 
waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan 

Pasal 16 

Pasal 17 

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar 
pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( 1) setelah 
dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana 
dimaksud daiam Pasai i3 ayat (5i sampai dengan ayat (6i dengan tarif BPHTB 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. 

Pasal 15 

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen). 

Pasal 14 

(6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana 
dirna ksmd rlalam PRsRl 11 Ry;:i_t (?) hur uf R RnekR 4 ria n ;:ingk;:i S y;:ing 
diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah 
dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke 
bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, 
nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
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11\ Vo-n511ms1· 'f'<>-nana T istrik sebazaimana dimaksud n,:,la..-n Pasal 1 Q anai- 11\ \ ....1.. 1 r.tr... ..... .&. \.A..&. .,. .&. -..a..a.u.0~ L.J.I. \... ~ '"" '-'-t:,a....Li. ... ... ...... ~:s...'l.J '-"- '-A-'-"- ............... ,L ....... '""'...,'-"- ..... '-.J vt..J '-"'-"' \ .... 1 
huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. 

(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi: 
a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah 

dan penyelenggara negara lainnya; 
b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, 

konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik; 
c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti 

asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan 
d kon surnsi Tenaza Lisr rik vanz dihaailkan sendiri denr-an kanasitas . w <..:) ._, .L 

tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. 

Pasal 20 

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi Makanan 
dan/ atau Minuman yang disediakan oleh: 
a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan 

dan/ atau Minuman berupa meja, kursi, dan/ a tau peralatan makan dan 
mm urn; 

b. penyedia jasa boga a tau katering yang melakukan: 
1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, 

pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; 
2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda 

dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan 
dilakukan; dan 

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. 
(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman: 
a. dengan peredaran usaha tidak melebihi R_p3.000.000,00 (tiga juta 

rupiah) per bulan; 
b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata 

menjual Makanan dan/ a tau Minuman; 
c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/ atau Minuman; atau 
d. discdiakan olch pcnycdia fasilitas yang kcgiatan usaha utamanya 

menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara. 

Pasal 19 

( 1) Objek PB!T yang dipungut merupakan penjualan, penyerahan, dan/ a tau 
konsumsi baranz dan iasa tertentu. melinuti: 
a. Makanan dan /utau Minuman; · · 
b. Tenaga Listrik; dan 
c. Jasa Perhotelan. 

(2) Objek PBJT yang tidak dipungut merupakan penjualan, penyerahan, 
dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu, meliputi: 

a. Jasa parkir; dan 
b. Jasa kesenian dan hiburan. 

Pasal 18 

Bagian Keempat 
PB.TT 
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(1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen 
barang a tau jasa tertentu, meliputi: 
a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau 

minuman untuk PBJT atas makanan dan/ a tau minuman; 
b. nilai jual listrik untuk PBJT atas tenaga listrik; dan 
c. jumiah pembayaran kepada penyediajasa perhoteian untuk PBJT atas 

jasa perhotelan. 
(2) Dalam hal pemabayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan voucher dan bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai 
rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar 
nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut. 

(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan 
jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah. 

Pasal23 

[I] Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. 
(2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan 

penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu. 

Pasal 22 

- iasa .. .... ; _ _._.,.....1 rl; ._,, ...... ,....+ ---~;~1·1,-- ,..... .. ,.....,, 1,,...rr.,..,, ........... 1,,..,.,..,.,,...,,.,.,. _ 
\,. Jel.::> L\.-111.l-'ClL Lu155c.u Ul pu..::>ClL l-'\..llUlU n.a-11 ULUU. "-'-'510.LCUl r..\..u5a111aa11, 

d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan 
e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel. 

(I) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c 
meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta 
penyewaan ruang rapat/ pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti: 
a. hotel; 
b. hostel; 
c. viia; 
d. pondok wisata; 
e. motel; 
f. losmen; 
g. wisma pariwisata; 
h. pesanggrahan; 
1. rumah penginapan/ guesthouse/ bungalo/ resort/ cottage; 
J· ternpat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan 
k. glamping. 

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah; 

b. jasa tern pat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, pan ti jompo, panti 
asuhan, dan pan ti sosial lainnya yang sejenis; 

Pasal 21 
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Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilavah Daerah tempat 
penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu 
dilakukan. 

Pasal 28 

Sr.1M teruta nznva PR,JT ditet ankan nada saat: 
(.J ..I A. L 

a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT 
atas makanan dan/atau minuman; 

b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik; 
dan 

c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotclan untuk PBJT atas jasa 
perhotelan. 

Pasal 27 

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar 
pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif PB.JT 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. 

Pasal26 

(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) 
10, Khusu ... ~,.,-;t' no r-r- ata ... 'f',.,...,,.,~,., r ;8~-;1, ... cbazaimana .4;-a1,3 .. .4 .... ,., ... ,.,1 ,,,., \""-/ J.\.1J.U. ,.::, Lc..t..1 .11 .1. >.JV 1 l.Gl..:::, 1 \,.,J.1a.5a. .t....JJ. L.11h .:,vva5c.u. J.i 11a. u.1111 n.. u.u J,.JCl~a.1 L.ot 

ayat (1) huruf b adalah: 
a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan 

minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan 
b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 

1 <oz, Isatu lrr.n,,:, 11'"""' nersenl ..L )'-', v \Y'-"'- f...4. .&.f..'-'"-.1,."'-t..A A. .,_.._.._'-A Y"-'4 .&...LJ • 

Pasal25 

(1) N1la1 jual tenaga listnk sebagaimana dimaksud dalam Pasal '.23 ayat (1) 
huruf b ditetapkan: 
a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan 

pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan: 
1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya 

pemakaian Kwrr/variabel yang ditagihkan da.iam rekening listrik 
untuk pascabayar; 

2. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar. 
b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik 

dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, 
jangka wakt.u pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang bcrlaku 
di wilayah daerah yang bersangkutan. 

(2) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan 
penghitungan dan pemungutan PBJT atas penggunaan tenaga listrik 
yang dijual atau diserahkan. 

Pasal 24 
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(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame. 
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai 
kontrak Reklame. 

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan 
faktor: 
a. jenis; 
b. bahan yang digunakan; 
c. lokasi penempatan; 
d. waktu penayangan; 
e. jangka waktu penyelenggaraan; 
f. jumlah; dan 
g. ukuran media Rcklamc. 

(l} Subjek Pajak Reklarne adalah orang pribadi a tau Badan yang 
menggunakan Reklame. 

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi a tau Bad an yang 
menyelenggarakan Reklame. 

Pasal 3i 

Pasal 30 

( 1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. 
(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron; 
b. Reklame kain; 
c. Reklame melekat/ stiker; 
d. Reklame selebaran; 
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 
f. Reklame udara; 
g. Reklame apung; 
h. Reklame film/ slide; dan 
i. Reklame peragaan. 

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah : 
a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta 

harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; 
b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, 

yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; 
c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada 

bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang 
jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dengan 
Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur 
tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut; 

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah; dan 

e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, 
dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial. 

Pasal 29 

Bagian Kelima 
Pajak Rektarne 
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( 1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah. 

Pasai38 

(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Sadan yang melakukan 
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 

(2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Sadan yang melakukan 
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 

Pasal37 

(1) Objek PAT adalah pengambiian dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 
(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk: 

a. keperluan dasar rumah tangga; 
b. pengairan pertanian rakyat; 
c. perikanan rakyat; 
d. peternakan rakyat; 
e. keperluan keagamaan; dan 
f. Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Pasal36 

Bagian Keenam 
PAT 

(1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Rekiame 
tersebut diselenggarakan. 

(2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah 
tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar. 

Pasal35 

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya 
penyelenggaraan Reklame. 

Pasal34 

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 ayat ( 1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32. 

Pasal33 

Tari! Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen). 

Pasal 32 

(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
rlikP.ti::ihui d:::in/M:rn rli::1ngg:::ip t idak WRiRr. nilai SP.WR RP.kl;::in,p ditera nka n 
dengan menggunakan faktor-faktor sebagairriana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. 
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rv batu setengah perrnata; ..... 
d. batu kapur; 
e. batu apung; 
f. batu permata; 
g. bentonit; 
h. dolomit; 
1. feldspar; 
J. garam batu (halite); 
k. grafit; 
1. granit/ andesit; 
m. gips; 
n. kalsit; 
o. kaolin; 
p. leusit; 
q. magnesit; 
r. mika; 
s. marmer; 
t. nitrat; 
u. obsidian; 
v. oker; 
w. pasir dan kerikil; 
x. pasir kuarsa; 

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi: 
a. as bes; 
b. batu tulis; 

Pasal43 

Bagian Ketujuh 
Pajak MBLB 

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat 
pengambilan dan/ a tau pernanfaatan Air Tanah. 

Pasal 42 

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau 
pemanfaatan Air Tanah. 

Pasal 41 

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar 
pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 38 ayat (i) dengan tarif 
PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39. 

Pasal 40 

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

Pasal 39 

(2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah 
ha si! perkalien ;;mt:3r8 h::irg8 air baku deng8n hohot air t ariah 

(3) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai 
perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubemur. 
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Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat {1} 
dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46. 

Tarif Pajak MBLB ditctapkan scbcsar 10°/o (sepuluh perscn]. 

Pasal 46 

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilaijual hasil pengambilan MBLB. 
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan 

perkalian volume/ tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan 
setiap jenis MBLB. 

(3) Harga patokan sebagaimana climaksud pada ayat (2) dihitung 
berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang 
yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan. 

(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
pertambangan mineral dan batubara. 

Pasai 45 

(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil 
MBLB. 

(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil 
MBLB. 

Pasal 44 

Pasal47 

y. perlit; 
7,. fosfat; 
aa. talk; 
bb. tanah serap (fullers earth); 
cc. tanah diatom; 
dd. tanah liat; 
ee. tawas (alum); 
ff. tras; 
gg. yarosit; 
hh. zeolit; 
11. basal; 
11. trakhi t; 
kk. belerang; 
11. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan 
mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 
(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), meliputi pengambilan MBLB: 
a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan atau 

dipindahtangankan; 
b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman 

kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi 
permukaan tanah; dan 

c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh 
masyarakat. 
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Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya 
pengambilan dan/ a tau pengusahaan sarang burung walet. 

Pasal 55 

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan 
cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53. 

Pasal54 

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 2% (dua persen). 

Pasal 53 

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang 
Burung Walet. 

(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitunz bcrdasarkan ncrkalian antara i-.,,-~,~ ~"sa-,.,~ ,,~,,~ nr,-,,~~ UHi lU1 5 1....1ua..::>cun. ii p1....1n.a.ua.i C:Ul 10. ucu5a. JJCl. iU11 UU1Uii.l .::>a.1a.i15 

Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume 
sarang Burung Walet. 

(3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil 
survei harga di Daerah. 

Pasal52 

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang 
melakukan pengambilan dan/ a tau mengusahakan sarang Burung Walet. 

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang 
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet. 

Pasal 51 

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau 
pengusahaan sarang Burung Walet. 

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana 
dimaksud pada ayat (lj adalah pengarnbilan sarang Bun.mg Waiet yang 
telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak. 

Pasal50 

Bagian Kedelapan 
Pajak Sarang Burung Walet 

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang dipungut di wiiayah Daerah 
tempat pengambilan MBLB. 

Pasal49 

Saat terutangnya pajak MBLB adalah pada saat terjadmya pengambilan 
MBLB di mulut tambang. 

Pasal 48 
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Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB. 

Pasal 64 

Bagian Kesepuluh 
Opsen BBNKB 

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah 
tempat kendaraan bermotor terdaftar. 

Pasal 63 

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB. 

Pasal 62 

Besaran pokok Opsen PKB ditetapkan yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
59 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60. 

Pasai 6i 

Tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari 
besaran pajak terutangnya PKB. 

Pasal 60 

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang. 

Pasal 59 

(1) Subjek Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang 
memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. 

(2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang 
merniliki kendaraan bermotor. 

Pasal58 

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB. 

Pasal 57 

Bagian Kesembilan 
OPSEN PKB 

W_ilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah 
wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung 
Walet. 

Pasal 56 
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(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah 
memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 
(satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau 
bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan mengenai perpajakan Daerah. 

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (i) merupakan jangka 
waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang 
dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi 
dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak 
yang dipungul berdasarkan penelapan Bupati 

(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang 
dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan 
kalender a tau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender. 

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka 
waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak 
menggunakan tahun buku yang tidak sarna dengan tahun kalender. 

Pasal 71 

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah 
tempat kendaraan berrnotor terdaftar. 

Bagian Kesebelas 
Masa dan Tahun Tahun Pajak 

Pasal 70 

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB. 

Pasal 69 

Besaran pokok Opsen BBNKB ditetapkan yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 66 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67. 

Pasal 68 

Tant Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari 
besaran pajak terutangnya BBNKB. 

Pasal 67 

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang. 

Pasai 66 

( 1) Subj:~ ~aJak untuk Opsen BBNKB adalah orang pnbadi atau Badan yang 
merniliki dan/ a tau menguasai kendaraan bermotor. 

(2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang 
memiliki kendaraan bermotor. 

Pasal 65 
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(1) Tarit Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditmjau kembali 
paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan 
tanpa melakukan penambahan objek Retribusi. 

Pasal 76 

( 1) Tar if Retribusi se bagaimana dimaksud dalam Pas al 7 3 meru pakan nilai 
rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang 
terutang. 

(2i Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I] dapat ditentukan 
seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan 
sasaran penetapan tarif Retribusi. 

Pasal 75 

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 merupakan 
jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang 
dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa bersangkutan. 

Pasal 74 

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara 
tingkat penggunaan jasa dan tarif Retribusi. 

Pasal 73 

Bagian Kedua 
Tata Cara Penghitungan Retribusi 

(1) Jenis Retribusi terdiri atas: 
a. Retribusi Jasa Umum; 
b. Retribusi Jasa Usaha; dan 
c. Retribusi Perizinan Tertentu. 

(2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/ataujasa dan 
pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh 
Pemerintah Daerah. 

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan jasa dan/ atau 
perizinan yang dilakukan oleh Pernerintah, badan usaha milik negara, 
badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. 

(4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. 

(5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar 
atas layanan yang digunakarr/ dinikmati. 

Pasal 7'2 

Bagian Keduabelas 
Jenis dan Objek Retribusi 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian 
Ta h n n Pajak sP.h::ig::iim::in::i dirnaksmd pada ::iy::it (1} diar ur dala m 
Peraturan Bupati. 
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(1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) 
huruf a, yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, 
puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, 
dan tempat peiayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki 
dan/ atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi. 

(2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis 
Pelayanan Kesehatan, frekuensi, kelas perawatan, dan/ atau jarak 
tempuh. 

[l ] Subjek Retribusi -Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang 
menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum. 

(2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang 
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum. 

Pasal 78 

Pasal 79 

(1) Jcms pelayanan yang merupakan objek Retnbusi Jasa Umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a yang dipungut 
meliputi: 
a) pelayanan kesehatan; 
b) pelayanan kebersihan; 
c) pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan 
d) pelayanan pasar. 

(2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a yang tidak 
dipungut retribusi meliputi retribusi pengendalian lalu lintas. 

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

(4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan 
yang diberikan oleh BLUD. 

(0) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleli BLUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Detail rincian objek rctribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. tidak bcrtcntangan dcngan pcraturan pcrundang-undangan yang 

lebih tinggi; 
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan 
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 

(7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan 
kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalarn Negeri, dan DPRD paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan. 

Pasal 77 

Bagian Ketigabelas 
Retribusi Jasa Umum 

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditera nka n d a la m Pera tur an Buriati. . . 
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(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum 
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas 
pengendalian atas pelayanan tersebut. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan 
perneliharaan, biaya bunga, dan biaya modai. 

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan 
jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. 

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang 
diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai BLUD. 

(1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d 
yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisionai/ sederharia yang dikelola 
Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang berupa: 
a. pelataran; 
b. los; dan 
c. kios. 
Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan kelas, 
golongan, luas pemakaian tempat, frekuensi, dan waktu pemanfaatan 
fasilitas. 

/("\) i= 

Pasal82 

(1) Pelayanan parkir di tepijalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
77 ayat ( 1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan um urn yang 
ditentukan oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur 
berdasarkan jumlah, jenis kendaraan, dan jangka waktu pelayanan 
parkir di tepi jaian urn um. 

Pasal 81 

Pasal 83 

(1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 77 ayat (1) 
huruf b, yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah meliputi: 
a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi 

pembuangan sementara; 
b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau iokasi pembuangan 

sementara ke lokasi pembuangan akhir atau pengolahan atau 
pem usnahan akhir sampah; dan 

c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah. 
(2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan jalan um um, 

taman, tempai ibadah, sosial dan ternpat umum lainnya. 
(3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan 

kelompok pelanggan dan frekuensi layanan. 

Pasal 80 
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(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan;' rnenikrnati pelayanan jasa usaha. 

(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi atas pelayanan Jasa Usaha. 

(3) Jenis penyediaan/ pelayanan barang dan/ a tau jasa yang merupakan 
objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat 
(1) huruf b yang dipungut meliputi: 
a. penyediaan tern pat khusus parkir di luar badan jalan; 
b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; 
c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; 
d. pcnycdiaan tcmpat pcnginapan atau pcsanggrahan atau vila; 
e. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan 
f. pemanfaa tan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan 

tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi 
aset Daerah dengan tidak mengu bah status kepemilikan sesuai 
denaan ketentuan neraturan nerundanc-undanean ............... b""'" • " - .. ,. -. t-"_,._"'_.4 ,. .t"' b -,. 0 .&.L• 

(4) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/ataujasa yang merupakan 
objek Retribusi Jasa Usaha yang tidak dipungut meliputi: 
a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, 

dan tempat kegiatan usaha lainnya; 
b. penyediaan ternpat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil 

hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat 
pelelangan; 

c. pelayanan jasa kepelabuhanan; dan 
d. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan 

kenda raan di air. 
(5) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan 

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan 
yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 

(6) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk pelayanan 
yang diberikan oleh BLUD. 

(7) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(8) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi; 
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan 
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 

Pasal 85 

Bagian Keempatbelas 
Retribusi Jasa Usaha 

Besaran dan struktur tanf Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 77 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 84 
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(1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 85 ayat {3) huruf c adalah pcnjualan hasil 
produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah 
Daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah 
yang diserahkan. 

Pasal 89 

( 1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf c adalah pelayanan tempat 
rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/ atau 
dikelola oieh Pemerintah Daerah. 

(2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan 
olahraga diukur berdasarkan frekuensi dan pemanfaatan tempat 
rekreasi, pariwisata, dan olahraga. 

(3) Pelayanan tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 85 ayat {3) huruf d adalah pelayanan ternpat 
Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila yang disediakan, dimiliki, 
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat Penginapan atau 
Pesanggrahan atau Vila diukur berdasarkan frekuensi dan pemanfaatan 
ternpat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila. 

Pasal 88 

( 1) Pelayanan rumah pemotongan hewan temak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 85 ayat (3) huruf b adalah pelayanan penyediaan fasilitas 
pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan 
hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, 
dan/ a tau dike lo la oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan ternak 
yang dipotong. 

Pasal 87 

( 1) Penyediaan tern pat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf a adalah penyediaan tempat 
khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/ a tau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan waktu dan/ a tau jenis 
kendaraan yang parkir pada ternpat khusus parkir. 

Pasal 86 

(9) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan 
keparla Menreri KP.1rnng;:in dan Ment er! Dala m NP.gPri rla n DPRD p:::iling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan. 

-'.26- 



Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 85 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa 
Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang 
la yak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut 
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang 
diberikan oleh BLVD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD. 

Pasal 91 

(6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan aset Daerah diukur 
berdasarkan jenis, jangka waktu, luas dan/ a tau golongan aset Daerah. 

yang rnengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah. 

Pasal 92 

( 1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan 
tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/ a tau optimalisasi aset 
Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf f termasuk pemanfaatan barang 
milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai pengelolaan barang milik daerah unruk tujuan meningkatkan 
perekonomian masyarakat atau layanan umum. 

(2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan 
besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan 
dengan peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah 
berupa: 
a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; 
b. kerjasama pemanfaatan; 
c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau 
d. kerjasama penyediaan infrastruktur. 

(3) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah. 

(4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

·1~h:-t., tinzai . .L\.,lJUl u1551, 
b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan 
c. tidak menim bulkan ekonomi biaya tinggi. 

(5) Pelaksanaan pemanfaatan barang miliki daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pasal 90 
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Besaran dan struktur tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 93 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini. 

( L] Prinsip dan sasaran dalam pcnctapan tarif Rctribusi Pcrizinan Tcrtcntu 
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya 
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi penerbitan dok:umen izin, pengawasan, penegakan hukum, 
penatausahaan, dan biaya darnpak negatif dari pernberian izin tersebut. 

(3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan 
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
bangunan gedung. 

Pasal 96 

(1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) meliputi penerbitan persetujuan 
bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan 
milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki 
fungsi keagamaan atau peribadatan, 

(3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai persetujuan bangunan gedung. 

Pasal 95 

(1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau 
Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan 
Tertentu. 

(2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Sadan 
yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan tertentu. 

Pasal 94 

( 1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi 
Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf 
c yang dipungut yaitu persetujuan bangunan gedung. 

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah 
masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undanzan. 

Pasal 93 

Pasal 97 

Bagian Kelimabelas 
Retribu si Perizinan Terren tu 
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(1) Wajib pajak untukjenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan 
sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dirnaksud pada Pasal 98 ayat (21 
wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. 

(2) Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilakukan setiap masa pajak. 

(3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan Surat 
Pcrnbcritahuan Pajak Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (2}, 
dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. 

(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaiaman dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan dengan Surat Tagihan Pajak Daerah dalam satuan rupiah 
untuk setiap Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. 

(5) Besaran sanksi adrninistratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditetapkan sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang. 

(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force 
majeures. 

(7) Kriteria keadaan kahar ([nn-·P majeures sebagaimana dimaksud pada ay:::.t 
(6) meliputi: 
a. bencana alam; 
b. kebakaran; 
c. kerusuhan massal atau huru-hara; 
d , wabah penyakit ; 

( 1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, 
huruf e. huruf h. dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut 
berdasarkan penetapan oleh Bupati. 

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf 
f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 
perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. 

(3) Dokumen yang dizunakan sebagai dasar pernunzutan ienis Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat ketetapan Pajak 
Daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang. 

(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah surat pemberitahuan Pajak 
daerah. 

(5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan 
oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(6) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah atau dokumen iain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen 
tercetak maupun dokumen elektronik. 

(7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat 
pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan 
elektronik. 

Pasal 98 

BABlll 
PEMUNGUTAN PA.TAK DAN RETRTRlJST 

Pasal 99 
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(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 
penundaan pembayaran atas pokok dany atau <.:::::inl«~i Pajak dan 
Retribusi. 

(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan 
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek 
Pajak atau objek Retribusi. 

(3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan 
keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran 
meliputi: 
a. wajib pajak dan retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis 

yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang 
dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan 
laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak dan retribusi; 

b. wajib pajak dan retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi; 
c. wajib pajak dan retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan 

pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak 
mencukupi untuk melunasi utang pajak dan retribusi; dan 

d. kekhilafan wajib pajak atau wajib retribusi yang bukan karena 
kesalahannya. 

Pasal 101 

PEIVIBERV\N ¥..ERIN GAN AN, PENGUR8.NG,ll.N, DAN PEMBEBASAN 
BAB IV 

pemabayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui 
pembayaran tunai. 

(1) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 diatur dalam Peraturan 
Bupati. 

(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai: 
a. pendaftaran dan pendataan; 
b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; 
c. pembayaran dan penyetoran; 
d. pelaporan; 
e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan; 
I. pemeriksaan Pajak; 
g. penagihan Pajak dan Retribusi; 
h. keberatan; 
1. gugatan; 
J. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan 
k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak 

dan Retribusi. 
(3) Pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem 
pembayaran berbasis elektronifikasi. 

Pasal 100 

Dalarn hal sistcrn pcmbayaran bcrbasis I /I I 
\'I 

-30- 



program prioritas Daerah; dan/atau 
e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program 

prioritas nasional. 
(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati 
dalam memberikan insentif fiskal tersebut. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

untuk mcndukung kcbijakan Pcmcrintah Dacrah dalam mcncapai ,-1 u.. 

( 1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat 
memberikan insentif fiskai kepada peiaku usaha di daerahnya. 

(2) lnsentif fiskal sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, 
keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok 
Retribusi, dan/ atau sanksinya. 

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas 
permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribu'si atau diberikan secara 
jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan meliputi: 
a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; 
b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana 

alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan 
karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak 
dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari 
pembayaran Pajak; 

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan 
ultramikro; 

Pasal 102 

BABV 
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI 

DALAM HANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BEHINVESTAS1 

(4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan 
ker inga na n , pPne,11r:::tng.::111, pernheba sa n, rla n permnrlaa n pe m hava ra n 
meliputi: 
a. objek pajak dan retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, 

banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan tanah longsor; 
b. objek pajak dan retribusi terkena bencana nonalam merupakan 

bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus 
pandemik yang menyerang manusia; 

c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya, seperti kebakaran dan wabah; 
dan 

d. program Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
(5} Ketentuan lebih laniut mengenai tata cara pemberian keringanan, 

pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

-31- 



(i) Selain pejabat penyidik Kepoiisian Negara Repubiik Indonesia, Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1), yail u pejabal pegawai 
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 
Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar 

Pasal 104 

HAH Vll 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala 
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak 
dalam rangka jabatan a tau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap 
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
perpajakan Daerah. 

(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) adalah: 
a. pejabat dan/ a tau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli 

dalam sidang pengadilan; dan 
b. pejabat dan/ atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk 

memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau 
instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan 
dalam bidang keuangan Daerah. 

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis 
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dan tenaga ahli 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, 
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada 
pihak yang ditunjuk. 

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana 
atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana 
dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada 
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan 
memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada 
padanya. 

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus 
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang 
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang 
bersangkutan dengan keterangan yang diminta. 

Pasal 103 

BAB VI 
KERAHASIAAN DATA WA.TTR PA.TAK 
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Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah 
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung scjak saat pajak terutang 
atau masa pajak berakhir atau bagian tahun pajak berakhir atau tahun pajak 
va nz bersanckutan berakhir. 
J "-' v 

Pasal 106 

ketentuan pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah. 

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban 
perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (5) sehingga 
merugikan keuangan daerah diancam dengan kurungan atau pidana 
dcnda ,..,,..,,..,,,,..,; lrn+-,-.,-+-,,,..,- nasal 101 avat 11 I Undang Tl-rl,..,-~ l\TO~,..,- I u a. .:>\.,<,U.a.l l'-\.,L\....lU.u.a.u !-' a. V.1. ya. t.1.1 vu , -v,iucu..15 ,. lUUJ. .1. 

Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerirntah Pusat dan 
Pemerintah Daerah. 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (5), sehingga merugikan 
ket l ...,,,, (T".)n da <>T"3_h di "'n""'..,., rl.cn rT<>n 1r,,..., 11'1 N<>n 'Cl t-a11 ,._;r1 "'n"' rJ ,:,nrl,:, "'"'S" "'' .a.11.. \,A."4..&..l,t,'-A..&. \..A..tro.;.&. ...... , ............... Vi..A..A...&.J. '-4V.1..1.t:)~.&. .a.11.. ........ .&. .............. 6~"' """"'"' ........ Y.&.\..A..<.A..A. ......... \.A."-,;.&..i.~\.A,. vv ........ ~ 

Pasal 10~ 

BAB VIII 
KETENTUAN PIDANA 

keterangan atau laporan terse but menjadi lebih lengkap dan jelas; 
h. men elir i, me-nr-ari , da n rnerigurn pu lkan k<"tf'rnne;:in mf'ner>n::ii ornng 

pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi a tau Badan 
schubungan dengan tindak pidana di bidang Rctribusi; 

d. memeriksa buku. catatan. dan dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang Retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam ranzka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ a tau dokumen yang 
dibawa; 

h. memotret seseorangyang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; 
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 
J. menghentikan penyidikan; dan/ atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sesuai ketentuan dalarn Undang-Undang Hukurn Acara Pidana. 
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{1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-rnasing jerus Retribusi 
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan 
penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. 

Pasal 111 

Bagian Kcdua 
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi 

(1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh) 
untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan 
moda dan sarana transportasi umum. 

(2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga iistrik diaiokasikan paiing sedikit 
10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum. 

(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan 
pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran 
biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan urn um. 

(4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 1oc10 (sepuluh persen) 
untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah 
kabupaten/Kabupaten yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas 
Air Tanah meliputi: 
a. penanaman pohon; 
b. pembuatan lubang atau sumur resapan; 
c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan 
d. pengelolaan limbah. 

Pasal 110 

Bagian Kesatu 
Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya 

BABX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 
merupakan pendapatan negara. 

Pasal 109 

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 103 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 108 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sebagaimana 
dimaksud pasal 72 ayat (5) sehingga merugikan keuangan daerah diancam 
dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan pasal 183 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

Pasal 107 
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Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang 
berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku 
sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah 

Pasal 114 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang 
belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah Ini diundangkan, 
penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi yang 
diundangkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini. 

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pajak dan retribusi yang 
masih terutang, lebih bayar, dan kurang bayar pajak dan retribusi 
sebelum Peraturan daerah ini diundangkan masih dapat diselesaikan 
sejak Langgal saat terutang. 

(3) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai 
berlaku pada tanggal 5 Januari 2025. 

(4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang rnilik daerah 
yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku 
sampai berkahirnya masa perjanjian, 

Pasal 113 

BABX 
KETENTUAN PERALIHAN 

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi 
dapat diberi insentif berdasarkan pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud 
pada ayat [I] dilaksanakan berdasarkan ketent.uan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Ketentuan mengenai insentif pemungutan pajak dan retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sampai 
dengan diberlakukannya peraturan mengenai penghasilan aparatur sipil 
negara yang telah mernpertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan 
fungsi pemungutan pajak dan retribusi. 

Pasal 112 

Bagian Ketiga 
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi 

(2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat 
lR_ngsnng digun;::ik;:in 11_nt11.k mendan;;:ii pP.nyelP.nfIBRn=ian pFl::iy::,_ni:m RT .IIf) 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan 
Bupati. 
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ANDIMUHAMMADIQBALTONGASA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TlMUR TAHUN 1C8NOMOR ~0~ 

SEKRETARI~:+;;;;UPATEN KOLAKA TiMUR, 

Diundangkan di Tirawuta 
pada tanggal ... 

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur. 

Pasal 116 

Pada saat Peraturan Daerah mi rnulai berlaku: 
( 1) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 
Nomor 56); 

(2) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2018 ten tang 
Retribusi Jasa Urnum (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur 
Tahun 2018 Nomor 57); 

(3) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang 
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 
2018 Nomor 58). 
dicabut dan dinyaiakan tidak berlaku. 

Pasal 115 
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Ditetapkan di Tirawuta 
pad~ +~nggal ~ .J,dNuACtf ;z.oa,cf 
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I LTindakan I Rpi0.000 --1 1 - 5 Jahitan 

a era 1 cap an se azai en u: 

I NO JENIS PELAYANAN I SA TUAN I 
TARIF 

PELA YANAN 
r - - - -~·--- 

1 Pelayanan Rawat Jalan (Poli Klinik) I 

Pemeriksaan I I a. 
I Rp55.000 

: - - -- 
1. Pemeriksaan Dokter Spesialis I LPasien 
2. Pemeriksaan Dokter Gigi , /Pasien Rp40.000 
3. Pemeriksaan Dokter Umum 1 /Pasien Rp40.000 

b. Poli klinik Terpadu ! I 
I 

l. Konseling Pre Test /Pasien Rp30.000 ' 
2. Konseling Pasca Test ! /Pasien Rp30.000 I 

3. Konseling Adherence /Pasien Rp45.000 
I 4. Kon ·eling Perubahan prilaku ; /Pa ien ; Rp45.000 

5. Konseling Pasangan . /Pasien Rp40.000 - 
6. Konseling Disclosure /Pasien Rp30.000 I 

7. Konseling CST 1 /Pasien Rp75.000 -- ~ - - -- 
Pelaycgi~n Medical Check I c. I 

i 

1. Perneriksaan kesehatan dasar I : 
I I 

(pemeriksaan tanda vital. berat badan . i /Kegiatan I Rp50.000 I tinzzi badan. dan buta warna) I 
2. Medical Check up Paket A (Pemeriksaan 

I Rp255.000 kesehatan dasar. Darah Rutin. Urine /Kegiatan ' 
Ru tin) I ------ - - -- - -1 ' 3. Medical Check up Paket 8 (Pemeriksaan 

I 

kesehatan dasar. Darah Rutin. Urine , /Kegiatan Rp685.000 
Rutin. Foto Thorax. USG Abdomen) I 

I 

4. Medical Check up Paket C (Pemeriksaan I I 

I kesehatan dasar. EKG. USG Abdomen. ' I 

Foto Thorax PA. Urin rutin. Darah Rutin. j /Kegiatan Rp878.000 
Fungsi Ginjal (Ureum/Kreatinin) .GDS. 
Kolesterol Total. Asam Urat) 

d. Tindakan - - - 
1. Pelayanan Pemeriksaan UGD I 

a. Pemeriksaan Dokter Spesialis 1 /Pasien , Rp55.000 
- .J 

b. Konsultasi Antar Spesialis /Pasien RpS0.000 I 

c. Pemeriksaan Dokter Umum/Gigi /Pasien Rp40.000 I 

d. Perawat ! /Pasien Rp20.000 i 
2. Poli Umum. Bedah dan Interna ! 

I 

Ganti Perban I I a. 
- Besar /Tindakan Rp35.000 I 

- Sedang /Tindakan Rp25.000 
Kecil /Tindakan Rp20.000 ! - l - 

b. Jahitan Luka I 

l. PELA YANAN KESEHATAN 
A. Besaran Tarif Retribusi Pelayan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum 

D h dit t k b . b 'k t 

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA UMUM 

LAMPIRAN I 
PRRATURAN DARRAH KARUPATRN KOLA KA TTMUR 
NOMOR J..TAHUN .U)~ 
TENT ANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
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- 6 - 10 Jahitan /Tindakan i Rp30.000 I 
I 1 1 - ? () . T ::i hi I an I /Tindakan I Rp45.000 - 

- Penambahan Jahitan /Jahitan 1 Rp5.000 
c. AFF K Wire /Tindakan I RpS0.000 
d. Tindakan Suntik /Tindakan I Rp5.000 
e. Aff Kateter /Tindakan Rp20.000 

3. Poli Interna I 
I 

I I 
I ' 

a. Pemeriksaan EKG /Tindakan I Rp60.000 
b. Spvrornetri /Pasien RplS0.000 --·-·- - -- - 
c. Nebulezer Tindakan /Pasien RpS0.000 -- 
d. Rectal Touche /Tindakan RplS.000 

-· 
I 11 Poli Obzvn I 

I 
"T. I - - - - - - 

a. ANC Bidan /Pasien Rp25.000 
b. USG Transvaginal /Pasien RplS0.000 
c. USG Obzvene /Pasien RplS0.000 
d. Pemeriksaan Inspekulo /Pasien Rp30.000 

I ?euga111ui1an Papsrnear /?a::;ie11 Rµl 15.000 I e. 
f. Biopsi Serviks /Pasien Rpl00.000 I 
g. Insersi IUD /Pasien Rp130.000 
h. Ekstraksi IUD . /Pasien Rpl00.000 
1. Insersi Implant t LPasie.!!_ __ Rpl50.000 -- I j. Ekstraksi implant jPasien Rpl00.000 I 

-1 k. Suntik KB _ _L_ Pasien __ Rp22.000 i 
1. Versi luar _L_Pasien Rp80.000 -·- 

I m. Amnioskopi /Pasien Rpl20.000 I 
n. Kolposkopi /Pasien Rp120.000 I 

I 

o. Hidrotubasi I Pasien t{p240.000 I ----- 
- _E. Pasang Perarium /Pasien Rp44.000 

q. Pasang tampon /Pasien Rp50.000 
r. Pasang Laminaria /Pasien Rpl00.000 

' s. Vaginal touch /Tindakan RplS.000 
I t. Dopler /Pasien Rp30.000 
I u. Kateterisasi /Tindakan Rp30.000 

5. Poli Gigi 
a. Pencabutan I 

I 

- Pencabutan Gigi Tetap I LGigi RJ290.00Q_ I 
J 

I - Dengan Kompilasi /Gigi Rp130.00Q_j 
I - Gigi Susu /Gigi Rp50.000 I 

I 

I b. Edentektomy I -- - -- I - Kasus Biasa Rp300.000 
! ------· I - Kasus Sulit I RpS00.000 I 

I c. Penambalan I I 

- Kavitas Sedang /Gigi Rpl00.0001 
- Kavitas Besar /Gigi RplS0.000 I 

I 

i - Light Curing /Gigi Rp250.000 
! d. Scallinz I I 

- Simple /Pasien Rp200.000 
- Kron is /Pasien Rp300.000 

e. Perawatan Pulpa /Pasien Rp150.000 
f. Protesa Satuan Gigi Rp200.000 

I I o, Protesa Full /Ra hang; , RnS.000.000 F+- h. Enuklasi Kista Rahang /Rezio Rp200.000 
1. Kuret. Insisi. Ekssisi. Operculectomv /Pasien RplS0.000 
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R 68.000 

! Rp2J7 000 /Gigi 

- Sterilisasi Saluran Akar 

- Preparasi Saluran Akar 
Prota erkot 

- Preparasi Saluran Akar (Protaper 
FHU 

b. 

i Rp217.000 /Gigi 

buah 

Gi i R 114.000 

I 
______ __J 

I ..L- _J 
R 139.000 I 

Rp60.000 /Pasien 
t. Insersi restorasi indirect 

(inlay.onlay. MTP.PFM) bahan Resin 
Cement f---4--------------------------"--- - --- - 

7. Endodontik ' + - a. Perawatan Pul Pasien 

Pasien 

J. Mahkota All Porcelain 
II -h----+-_: .. _1 

.I.JClUVJ. ClLVJ. J.UJ.H 

1. Mahkota All Porcelain (preparasi 
dan Pencetakan 

s. lnsersi restorasi indirect 
(inlay.onlay. MTP.PFM) bahan Glass ' iPasien 
Ion om er 

Rp44.000 

1.318.000 

, Rp143.000 
----- 
R 49.000 

Gi i 

/Pasien 
- t------- 

Gi i 

h. Mahkota Akrilik [prcparasi dan 
Pencetakan 

Rp126.000 
I 

j /Pasien 

g. Mahkota Porcelain Fused to metal 
PFM (preparasi dan Pencetakan) 

3. Pencetakan 

1 
J.. 

i 
I 
I 

--1 

'Rpl2.000 · /Pasien 

1 /Pasien 

f. Mahkota tuang penuh (preparasi 
dan encetakan 

I 

I Rp143.000 /Pasien 

/Rahang 

e. Veneer Indirect Porcelain 
laboratorium 

Pasien 
Rah an 

d. Veneer Indirect Porcelain (preparasi 
,-l,_.,.... penceta kan) \ .. U.A.LJ.. t'"' J..~'-,.,\.U.J.~U.J. I 

c. Veneer Direct 
2. Pencetakan 

Pasien 1. Pre arasi 

j. Luka denzan iahitan 1 - 5 I /Pasien '. Rpl00.000 I 
I k. Luka denzan jahitan > 5 l /P:.:i~if-'n , Rp20.000 : 

i. ------ 

1. Dislokasi Rahang : /Pasien Rp150.000 I 
6. Tindakan Spesialis Konservasi Gigi I ! I 

a. Inlay/ on lay logam preparasi dan I 

I pencetakan - ·- - -- - - -t-- - Rp47.000 
- --- -- - -~ 

I 

i 
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Rp2 l 7.000 

, Rp131.000 - 
J -· - 

Rpl 14.000 

Rp76.000 

'R 68.000 

Rp217.000 

Rp217.000 

'R 131.000 
I Rpl28.000 

, Rp l 14.000 

I /Gigi 
T 

I /Gigi 

f. 

/Gigi 

/Gigi 

'Gi . 
I /Gigi 

/Gigi 

- Foto Periapikal. Trial Guttap 
Obturasi 

Rp76.000 /Gigi 

- Sterilisasi Saluran Akar !-----~+-~~--~~~~ 
- Pengisian Saluran Akar / Obturasi 

er saluran akar 

- Preparasi Saluran Akar (Protaper 
FHU 

e. 
/"'"\ 1- ........ 4 ............. ; 

VULUlc:l.:>l 

- Foto Periapikal. Trial Guttap 

- Pengisian Saluran Akar / Obturasi 
er saluran akar 

~----t~~~--~-t-~--~~___J 
Rp68.000 i - Sterilisasi Saluran Akar Gi i 

I - .L ..&.'-'.t-"\.A..&......._U..L .._; , ...... , ..... .L .L.L~'-4..L I /Gigi (Pro taper Rotary) Rp217.000 I 
- Sterilisasi Saluran Akar /Gigi Rp68.000 i 

j 

- Pengisian Saluran Akar / Obturasi I /Gigi ~76.oooj i _,2er saluran akar 
I Fote Periapikal, Trial Guttap I 
I 

i /Gigi 
I I 

Rp114.000 I 

Obturasi ! 

d. Perawatan Nekrosis Gigi Anterior 
- Foto Periapikal Diaznosa /Gigi Rp128.000 
- Pem bukaan akses Pul pa /Gigi Rp131.000 

I - Fote Pcriapikal Panjang Kcrja l /Gigi I Rp128.000 I 

- Preparasi Saluran Akar(K-File) /Gigi Rp131.000 I 
- Preparasi Saluran Akar (Protaper /Gigi Rp217.000 FHU) 
- Preparasi Saluran Akar 

J /Gigi , Rp217.000 ! I ,-n-,.....---~-n,...,+- ,\ 

I I - Pengisian Saluran Akar / 0 bturasi I /Gigi I 
Der saluran akar i Rpl 12.000 

I ; I 

- Foto Periapikal. Trial Guttap /Gigi Rp128.000 Obturasi 
c. Pulpektomi Gigi Posterior 

- Foto Periapikal Diagnosa /Gigi Rp128.000 
I - Pernbukaan akses Pulpa I /Qicri Rp131.000 I .,..,. 

- Foto Periapikal Panianz Keria /Gigi I Rp128.000 
- Preparasi Saluran Akar(K-File) /Gigi Rpl31.000 
- Preparasi Saluran Akar (Protaper /Gigi I Rp217.000 I i FHU) 

' ' I 
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, R215.000 p. Laringoscol?Y indirect 
Pasien o. Audiometri R 70.000 

u. .LJ.11 v .ll...l.l"'lrr.. \...U~.UJ. i I I 

a. Reseksi Aoeks / gigi I /Tindakan Rp715.000 I 

b. Hemiseksi I gi!Zi /Tindakan Rp514.000 
c. Bikuspidisasi/ gigi /Tindakan Rp406.000 
~ P~ngeluaran Alat Patah /Tindakan Rp303.000 I - - rv Poli TI-IT I 

-:,. I 

a. S2uling Telinga /Re!Zio Rp30.000 
b. Ekstraksi Corpus alineum telinga /Pasien Rp60.000 
c. Ekstraksi Corpus alineum hiduna /Pasien Rp60.000 
d. Eksterpasi .Jarinzan Granulasi /Pasien Rp60.000 I 

__J 
I Tampon telin_g~ ! itasien I .,........ -- --- 

I e. t<.pLV.VVU i -~ -- ----- - -- --- 
f. Ekstrasi Serumen /Pasien Rp30.000 
g. Tes garputala /Pasien Rp15.000 
h. Tes keseimbanzan /Pasien i RpS0.000 
1. Ekstraksi Cor2us alineum tenggorokan _ l__il>asien Rp50.000 

~- I 
j. Tampon Beloz Hidunz I /Pasien I Rpl00.000 ! 
k. Pengobatan Enistaksis /Pasien I Rp75.000 I 

l. Kaustik /Pasien Rp25.000 I 
m. Tampoon Efedrin /Pasien I Rp25.000 

~ n. Tampon Boor zalf Hidu1!_g_ - 'JPasi~n I Rpl00.000 --- -- - I 

I /Gigi - Preparasi Saluran Akar (Protaper 
FHU 

I '--' L\,.;j. J..LJ.\,J(A\,JJ. ..._J<...,t_i \.4.i. l..A..l.J. .J J.~~ l '-A.1.5.a. · .L'-~V"-"~vvv __ J 

I - Pengisian Saluran Akar / Obturasi I I I I /Gigi Rp76.000 per saluran akar I 
I l 

I - Foto Periapikal. Trial Guttap 1 I 
Obturasi i /Gigi Rp114.000 

--+-- - - ' I h Pengisian Saluran Al("-/'-\hh,r""; I 

I 
u. J. \,.;.l_l I.~ J. U \.4J. J.1.J. C..ll '-./LJL\..4 U..:JJ. I /Gigi , Rp224.000 Teknik Thermo2lastis I ---- 
1. One Visit Endodontik Tunggal /pasien Rp287.000 (Manual) 
J. One Visit Endodontik Tunggal /pa~ien Rp364.000 

I (Rotarvi I 
I 

Rp399.0;; ~ l k. One Visit Endodontik Jamak 
i /pasien (Manual) 

1. One Visit Endodontik Jamak --f-- 
(Rotary) j /pasien Rp477.000 I 

Prenarasi Saluran Akarflv- File' 

I 
Rp2 l 7.000 ! ~-------!------, 

/Gigi j Rp2 l 7.000 j 
~-+-------'---___.._ ..,_,_ I--~- 1 

Qro.,...111cH"IC'.; Ql'"'\ll"l'rr\Yl Akar /f:.1N1 I o~~Q f\{)(1 

"Dr> 1 ~ l ()()(, 
I .l'- A..V.J,..•'\J'-'V 

I Rpl 14.000 /Gigi - Foto Periapikal. Trial Guttap 
nhh1r::i~i 

Rp76.000 /Gigi - Pengisian Saluran Akar / Obturasi 
er saluran akar 

R 68.000 
, /Gigi - Preparasi Saluran Akar 

_(Prntc1perRot aryl_ 
- Sterilisasi Saluran Akar 

Rp217.000 
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.. ~ - - ... - 'c-,• 
! - Audiometri /Pasien Rp50.000 I 
I - Tes Keseimbangan Sederhana /Pasicn Rp30.000 
I s. Telinga 

- Irigasi Telinga 
I l. 1 'T "'1 in rrro , /Pasien On'J i:; ()(){) 

..I.. J. \.....J..ILL&c..A. I A.'-tJ-"*V•'vVV ' 
2. 2 Telinga ~sien 'Rp40.000 I 

I 

- Ekstraksi Benda Asing Telinga ling a , Rp50.000 
- - --- - - ~s_pirasi Othema tom J sien Rp30.000 ~ 

- Insisi Othematom I /Pasien i Rpl00.000 I 
I 

I '""1·~'"-a'·si Iarinzan Granulasi · /Pa~cn tl-t::A r vrvrv I 

-- - - _±:Jn...:>U r,.. V a.l Uf$a..11 \...11 l 10..:>l ~-'-''!_ ·_'!_VV - 
- Parasintesis /Pasien , Rp80.000 
- Patch Test /Pasien , Rp70.000 --·- - ------ 
- Kaustik Granulasi /Pasien Rp30.000 
- Serumen /Telinga I Rp80.000 

I T'°"1 4 • Tr 1 , 4 1"""'1 J 

1 / Pa sier i Rµ60.000 - c.x su cl~! .l'\.Ule~Lea..LUIII tK~Lt:l Ila. I 
- Otoskopi /Pasien Rp20.000 

t. Hidung 
- Irigasi Hidung /Pasien Rp30.000 

-- -,'--- - - Pasang Tam2on Anterior f Pasien + ~l_Q0.000 
' I _ ::_ Aff Tampon Anterior /Pasien Rp50.000 

--- - Pasana Tampon Posterior /Pasien Rp200.000 - 
- Aff Tampon Posterior /Pasien Rpl00.000 
- Kaustik Hidung /Pasien Rp30.000 
- Ekastraksi Benda Asing Hidung - /Pasien Rp80.000 

i -- - Tampon Adrenalme ' / Pasien .l<p3 0. QO_O 
- Rhinoskopi /Pasien Rp20.000 

I u. Tenazorokan 
I - Pasang NGT 

1. Dewasa , /Pasien Rp50.000 
2. Anak /Pasien Rp70.000 I 

- Aff NGT /Pasien Rp20.000 
- Ekstraksi Benda Asing Tenzzorok /Pasien Rp60.000 I 

i - Kaustik Faring /Pasien Rp30.000 I 
- Laringoskopi Indirek -- Jj_P~sien , RJ230.000 

v. Kepala Leher 
---·- --- - . - sondage canaliculi]?.crimalis ____ _JP~sien Rpl0.000 

-j 
- Eksisi Tumor Jinak I /Pasien Rp200.000 I 

- Inj Kenacort /Pasien Rp80.000 I 
I I ' - I 

I Rpl00.000 j /Pasien q. Konsultasi 
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, RpS0.000 /Pasien Aspirasi Abses 
- Insisi Abses ____ µ Pasi_en _ l Rp250.000 1 
- Revisi Scar /Pasien Rp200.000 I 
- Wound Toilet Kecil i /Pasien Rp40.000 I 

I 

- Wound Toilet Besar 1 /Pasien Rp70.000 I 
I 

I - Dekanulasi 1 /Pasien , Rp200.000 
10. Poli Ibu dan Anak 

a. Imunisasi I /Tindakan Rpl5.000 
b. Perawatan tali pusat (granulon] '/Tindakan Rp25.000 
c. Pemberian Stezolid /Tindakan Rp30.000 

I cl. Tindik Telinga , /Tindakan RnJ0.000 I 
I 

e. Tuberculin Test 1 /Tindakan ~25.000 1 
11. Poli Mata I 



I /Tindakan 
i /Tindakan 
I /Tindakan 

/Tindakan 

/Tindakan 

! 
I ·-· • • · / i indakan 

/Tindakan a. pemeriksaan fisik vaginal tan pa 
speculum 

b. pcmcriksaan fisik vaginal dcngan 
speculum 

c. eksisi I (<2 cm) 
d. Eksisi II (2-5 cm) 
e. Eksisi III (lebih 5 cm) 
r 1 __ ;_; I\\...--- 

I J.. J.J, .::,1..-::,1 ri u..:::.\.....:> 

g. Ekstirpasi kecil 
h. Ekstirpasi Besar 
1. Elektrokauter kecil 
J. Elektrokauter sedang 
k. Elektrokauter besar 
1. Ekstraksi kuku 

/Tindakan 

I /Tindakan 
l /Tindakan 

10. Eksisi grarruloma __ 
11. Injeksi retrobulbar 

9. Insisi calazion/hordeolum 

/Tindakan 

I 
I /Tindakan 

Rp190.000 
Rp250.000 
Rp200.000 
Rpl40.000 
Rp500.000 
Rp340.000 

I LI-, c:::A {"\of"\ 1'-p.tvv.v v 

/Tindakan 
I /Tindakan 

Rp500.000 
Rp340.000 
Rp250.000 

I...- .-.- ................ 
t<.p:.L::>.VUU 

/Tindakan 

Rp20.000 

/Tindakan 
! / i muaxan 

1---+---1_2_._P_o_l_i_K_u_h_·t_d_an __ K_e_lam __ in l -------+------__,! 
I 
i 

Rp350.000 l 
I Rp250.000 I 

I /Tindakan 
I /Tindakan 

Rp30.000 __j 
Rp350.000 \ 

Rp250.000 I 
, Kpov.vvv I ! T""",. ,_ --- 

I Rp60.000 .. 
j Rp60.000 1 

Rp60.000 I 
i Rp250.000 I /Tindakan 

/Tindakan 

1 Eriilasi hu111 mata I. . 
2. Ekstraksikorpus alienum 
3. Spooling bola mata 
4. Anel test/ canaliculi lacrimalis -- 
5. Sondage canaliculi lacrimalis 

I r A rr • .. o. II necung 
7. Infuse mannitol 
8. Gantiverband 

b. Tindakan Medik I I ~ 1 /Tinrl::ik;:in I Rpn0.000 , 

16. Pemeriksaan Opthalmologis 
1 /Tindakan Rp80.000 I 15. Perimetri 

/Tindakan Rp30.000 

/Tindakan Rp40.000 -I /Ti~dak--an--+1 _R_,,_p_S_O_. 0-0-0----< 
1 13. Visus/refraksi dr Ahli -- --- ----------'--------------- 
! 14.Pemeriksaan lapangan pandang 

/Tindakan Rp20.000 12. Visus/refraksi dr Umum 
/Tindakan Rp30.000 11. Schimer test 

- Gambar 
- Tanpa gambar 

9. Refraktometri /Tindakan Rp30.000 
10.Foto fundus 

________ -_T_an _ _,._p_a~g~am __ bar --'---'-/T_1_·n_d_ak_an _ _,__I3-_£§.0.000 
- Gambar /Tindakan Rp125.000 

I r>-'7 I"\ rvrvrv 
l'-_IJ I V.VVV 

/Tindakan Rp250.000 
/Tindakan 

8. USG mata ! 

_ I _ -··- 6_._S_lit_- _L_am_~p_E_x_am_i_n_a __ ti_o_n ----1_,/_T_i_n_d_a_k_an_-1-R~:p'c_.6_0_._o_o_o __ 
! 7. Tonometrv /Tindakan Rp40.000 

5. Retinometry /Tindakan Rp80.000 
4. Keratornetry /Tindakan Rp80.000 

1---+--------_I_n_d_ir_e_c_t ...J-L/_T_in_d_ak_a_n_4-R_,,_p_80.000 
3. Genioscopy /Tindakan I Rp80.000 

- Direct /Tindakan Rp80.000 
2. Funduscopy 

1---+----a_._P_em_e_r_ik_s.3..an Elektronik dan Diagnostik 
I 1. Biometri I 1rr;.,....r1,,1rt""ln i DnQ.n nnn I J J. .i.L.1.U'I.A . .l."'-U....1..l "-".t-'~v.vvv : 

I 



I Rpl40.000 I 

I Rp200.000_ 
Rp250.000 1 

Rpl.250.000 
] Rp 1.500.000 

......... ~ l,..t,J ........ !4''-4.'-'4 .... 1t.....l. .... 
__ ....._ 

-"b I "' ........... '-A. i..uL.a...a. I .... '.t-"'"""' ...., . .._,....,...., I 

tt. Ekstirpasi kista Banyak I /Tindakan I Rp250.000 I ---- -,- -- 
uu. Eksisi Xanthelasma (kecil) 1 /Tindakan Rp730.000 
vv. Eksisi Xanthelasma (sedang) 1 /Tindakan Rpl.000.000 

I ww. Eksisi Xanthelasma (Besar) , /Tindakan Rpl.400.000 
\ xx. perawatan ulkus ( 1-5 lesi) /Tmdakan j l<plS0.000 _ 

yy. perawatan ulkus (lebih 5 lesi) , /Tindakan I Rp200.000 
13. Poli Kesehatan Saraf I 

- -4--- 

I a. Funduscopy /Tindakan Rp80.000 ! 
! b. EEG ' /Tindakan Ro20.000 I 

c. Assesrnent Nyeri 1 /Tindakan Rp50.000 1 
I d. Tes Fungsi Kortikal 

I 
I 

Rp72.00_2 
1 

Rpl.000.000 , 

I 
Rp72.000 I 

/Tindakan rr. Ekstirpasi Kista sedikit 

/Tindakan 
/Tindakan 

pp~ Eksisi Granuloma 
qq. Eksisi Granuloma pyogenikum 

/Tindakan 
: /Tindakan 

nn. Bedah skalpel II 
oo. Bedah Skalpel III 

, /Tindakan 
-r/Tindakan 

11. _ Pemeriksaan Lampu Wood _ 
mm.Bedah skalpel I 

kk. pemenksaan cairan prostat (massage 
pros tat) 

I ---i--- 
1 

/Tindakan 
I I 

11. Pemeriksaan Kondiloma (Asam /T" d k Rp72.000 in a an Asetat) -----~- 

Rp300.000 

Rp140.000 

I 

Rp340.000 
I 

Rp 140.ooq_: 

I Rp250.000 

hh. Elektrokau ter syrin_goma sedi_ki_· t +-'-/_T_in_d_ak_an R~p~1_4_0_._0_0_0_--, 
11. Elektrokauter syringoma banyak /Tindakan Rp300.000 

gg. Enukleasi Milia banyak /Tindakan I Rµ300.000 
ff. Enukleasi Milia sedikit 

ee. Elektrokauter Veruka Vulgaris 
banyak 

dd. /Tindakan Elektrokauter Veruka Vulgaris sedikit 

/Tindakan Rp140.000 

/Tindakan 

I /Tindakan cc. Elektrokauter Kondiloma Akuminata 
!!I 

I /Tindakan 

aa. Elektrokauter Kondiloma Akuminata I i /Tindakan 
bb. Elektrokauter Kondiloma Akuminata 

II 

y. prick test --~_LT~~dakan \ Rp200._00Q___j 
patch test /Tmdakan Rp250.000 7, 

w. peeling kimjawi super_!icial J~/_T_i_n_d __ ak_a_n_1-1 R~p_7_2_.0_0_0_--11 
x. peeling kimiawi dalam I /Tindakan Rpl00.000 

I 

I u. Punch Biopsi /Tindakan Rp200.000 >----+------------'-----------~----~~~------< 
I v. Facial biasa I /Tindakan I Rp72.000 I 

f-----1---- __ s. _ injcksi Aknebanyak _ _ __ __LTindakan I Rpl00.000 
Biopsi Jaringan /Tindakan I Rp120.000 t. 

r. injeksi Akne sedikit /Tindakan Rp72.000 
: /Tindakan Rp72.000 q. injcksi kcloid banyak 

o. Enukleasi Moluskum banyak (lebih I /T. d k 
f..---1--------l_O_l_e_siJ._·.) _ _ l'_· m ~-a_n--.,,-R_p_2_5o_.o_o_o _ __, 

p. injeksi keloid sedikit I /Tindakan I RpS0.000 I 

I Rp140.000 
l 
I Rp190.000 

Enukleasi Moloskum sedikit (1-5 lesi) /Tindakan 
Enukleasi Moloskum sedang (5-10 I . 
lesi] I /Tmdakan 

---+- - m. i n. 
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L. i-asang mrus: I I I 
I 

a. Dewasa I /Pasien Rp20.000 
b. Anak-anak I /Pasien Rp30.000 
c. Bayi I /Pasien I Rp35.000 I 

I i 

ks 

- Pasien Lama I /Tindakan I Rp125.000 
.1 U"-'.lV.1..1. ~""' I .a. J._J.J..u.<A...1.\..u....a." .l'-t,J"-L.Vo\JVV I 

e. Injeksi Lokal Saraf /Tindakan . Rp95.000 1 f. Vaksinasi Rabies /Tindakan i RpS0.000 
g. MMSE I /Tindakan I Rp25.000 I 

I 
- I /Tindakan 

I 
Rpl5.000 I h. TES CDT 

i 1. Halminton Depresion Scale I /Tindakan ; RplS.000 
I j. Assesment Nyeri (Skor Vas) /Tindakan RplS.000 

-- __ i£un_gsi Luhur /Tindakan Rp150.000 
1. Pemeriksaan Gait /Tindakan Rp25.000 

I I m. Halnike Manuver /Tindakan , Ro15.000 -- -- . 
n. Epley /Brand Daroft /Tindakan Rpl5.000 I 
o. Romberg/Tandem /Tindakan RplS.000 ..... 
p. Neurorestorasi Vertigo 1 /Tindakan Rp60.000 l 
q. Injeksi Lokal _ j LTincJ.ak_an _ Rp60.000 I ~ 

I I -- n_. _____ .; _ --·- D.: .. :,_ l\T-···--1--.:. ,n __ ;. ___ ' . 
1. rcu1c11 ctc:1.11 t: 1~1.t\. 1 ~ eu1 u1ug,1 \ r a~1cu 

j /Tindakan I Rp25.000 I baru) 
14. Poli Gizi I --- >----- 

a. Pengaturan diet /pasien Rp40.000 I 
I 

b. Weight management /pasien Rp40.000 ! 
I 

I c. Skrming zizi I /pas1en i l-<p'.20.000 

~-J d. En teral Nu trisi I L:easien I RJ255.000 
e. Parenteral Nutrisi 1 /pasien i RplOS.000 

I f. Pemeriksaan BIA (Bio Ekstrical I I . ! 
I 

Impedance analisvs) , pas1en 
I 

Rp72.000 
I 

15. Poli Jiwa I I I 
a. Pemeriksaan MMPI II I /Tindakan Rp300.000 
b. Psikoterapi Neuroleptisasi : /Tindakan RplS0.000 

I c. Psikoterapi Keluarga I /Tindakan I Rpl00.000 I 

d. Psikoterapi kognitif '/Tindakan Rpl00.000 
e. Psikoterapi Prilaku /Tindakan Rpl00.000 
f. MMSE /Tindakan Rp35.000 

I g. Pemeriksaan Memori l /Tin r1,.., 1,.,..,...., I Rp50.000 I .a J.1. uu.i~u.l' 

h. Psikoterapi Kelompok /Tindakan Rpl00.000 
1. Visum et Repertum psychiatricum /Tindakan Rp600.000 
J. Psikoterapi suportif /Tindakan RplOO.OO~_J 

----- 
I I I 

k. ECT Tan pa premidikasi /Tindakan Rpl50.000 ! 
1. Asesmen NAPZA /Tindakan RpS0.000 

2 Pelayanan Kegawat Daruratan -- 
1. Vena seksi /Pasien RplS0.000 I -- - -- - -- -- 
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, RoS.000 , /Pasicn d Aff Infus .. 
I e. Spooling infus /Pasien I Rp5.000 
l f. Pasang lnfus pump /Tindakan I Rp25.000 



Pasang Conecta /Pasien l g. , Rpl0.000 
I 3. Dcbridcrncn Luka I 

I 
I 

I 

a. Debridemen Luka Kecil /Tindakan ; Rp20.000 
b. Debridemen Luka Sedang /Tindakan \ Rp25.000 
c. Debridemen Luka Besar /Tindakan Rp35.000 

4. Jahitan Luka l 
I ' I a. 1 - 5 Jahitan /Jahitan Rp20.000 

b. 6- 10 Jahitan /Jahitan Rp30.000 
c. 11- 20 Jahitan /Jahitan Rp45.000 
d. Penambahan Jahitan __ L /Ti_!}dakan Rp5.000 __ _j 

I 5. Penanganan Luka Bakar ( l %i I I - ! /persentase I Kpl0.000 
6. Maag spuling (kumbah lambung) /Pasien Rp75.000 
7. Exterpasi Corpus Alineum mata /Pasien Rp75.000 
8. Exterpasi Corpus Alineum telinga /Pasien Rp25.000 I 

q_ RP.s11sitRsi Cn rd iorm l moria l (R.TP) , /PA;::;it=-n , Rn40.000 
J. \ I I J. 

10. Suction (bersihkan jalan napas) /Pasien Rp30.000 
11. _ 02 perliter 1-6 jam _______ /liter/,Jam Rp8.000 ! 

I 
--- -- ----- 

12. 02 perliter > 6 Jam I liter/ Jam RpS.000 I 
I 

13. 02 pertabung 1 /Tabung Rp500.000 I 
! 

14. Pasang 02 , /Pasien ' Rpl0.000 I 

I 
15. Observasi 6 - 8 Jam 1 

/Pasien RpS0.000 I 
I 

16. Pemberian Stesolid I /Pasien Rp25.000 I 

I 17. Nebuliser 1 Kali '/Tindakan Rp50.000 
: l Q Ncbulise ............. , v,..,.1~ 

I I 1·;,~rl~t,~~ I u~~() (){)('\ : ..1..v. J '-,IJUlJ....'.>\,..,J. .,,.., J.. 1.'\..Q..l.l f J. U.J..UU..1.'...UJ.1 J.'\.._t-JVV.VVV 

19. Pemasangan Tampon 
"I • Rp25.000 1 /Pas1en 

--'--'-- 
20. Visum Hidup /Pasien Rp90.000 
21. Visum Mayat /Pasien RplS0.000 

I 22. Eksterpasi Kuku 1 /Pasicn i Rp75.000 _ _J 

23. Penanganan Fraktur Tertutup /Pasicn Rpl00.000 
24. Penanganan Fraktur Terbuka /Pasien Rp140.00Q__ 
25. Pemasangan Spalak /Pasien Rpl00.000 
26. Pemberian Dumn Rectal /Pasien Rp25.000 
27. Cross lncisi I I 

-- -- ~ ---- ., 
a. Cross lncisi Kecil /Tindakan Rp75.000 I 

b. Cross Incisi Sedang /Tindakan Rpl00.000 
c. Cross lncisi Besar /Tindakan Rpl50.000 

I 28. Suposutoria , /Tinclak;:m , Ro20.000 
I 29. Pemberian obat pervagina. Perrektal /Tindakan ,R~20.0~ 1·30. ~Peffiber"ian Obat Oral. Salep mata. tetes 

telinga. tetes mata /Tindakan Rpl0.000 

31. Deteksi Monitor OJA Doppler : /Tindakan Rp25.000 
I 32. Dower Kateter /Tindakan i Rp30.000 i 

33. Health Education/hari ' / Hari I Rpl0.000 l 
34. AffWSD /Tindakan l I Rp40.000 
35. Aff Magg_Slang /Tindakan Rpl0.000 

- -- -- I I 36. Pemberian lntake/Sonde 1 /Hari Rp30.000 I 

I 37. Pemb. Nutrisi Parenteral /Hari Rp50.000 
! 38. Fototherapy /Hari Rpl00.000 
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7. T'ubekt.orni I ;'Tindakan Rp300.000 I 

8. Asplasi Sumsum Tulang /Tindakan Rp300.000 
9. Transf usi Tukar /Tindakan I Rp500.000 

C. Tindakan Medis dan Perawatan Bayi 
I I a. Kebidanan ! ~- - --·-· I /Pasien 1. Persalinan dengan Penyulit Khusus I Rp950.000 

2. Induksi/ Akselerasi persalinan i /Tindakan I Rp50.000 

/Tindakan Rp300.000 6. Vasektomi 
/Tindakan Rp250.000 5. Pasang WSD 

--------- ----- - 
' /Tindakan Rpl 90.000 ------ - -------- --· -- 

/Tindakan Rpl 90.000 

I r . I 
I 3. Punktie Lumbal ...----...---- --- - 
I 4. Punktie Hati 

I p 

--~ ~v. \J _u \...-~V.:>LV!HJ I f J U !UCl.1'.Cl.i 1 • !'-JJ0V.VVV 
f- - 

41. Spooling Colostomy /Tindakan Rp50.000 
42. Pemeriksaan Inspekulo /Tindakan Rp30.000 
43. Maggcooling /Tindakan Rp75.000 -- 

I 44. Oral H raiene Tindakan R 22.000 -- I I Rp20.000 
- 

! 45. Tindakan Saturasi I /Tindakan 
3 Pelayanan Rawat Inap 

A. Tarif Kamar I I I 
---- 

: /Hari 
- I Rp300.000 I 1. Kelas WIP 

I 2. Kelas Utama/VIP ' /Hari I - .t<p2 50. 000 I 

3. Kelas I /Hari Rpl20.000 
4. Kelas II /Hari Rp75.000 
5. Kelas III /Hari Rp50.000 

I I h. T(;tJ I !}-L:Hi Rnl ooooo I 
I • 

7. PICU/NICU /Hari Rp190.000 
8. Isolasi /Hari Rp70.000 
9. RPK /Hari Rp70.000 

B. Visit Dokter I 
1. Dokter Umum /Hari i Rp40.000 
2. Dokter Spesialis /Hari I Rp55.000 

f--- 
C. Pelayanan Gizi dan Makanan 

l 1. Pelayanan Pasien PICU /NICU /Hari I Rp80.000 I 
I 2. Pclayanan Pasion ICU I I U .--, D~ I I \I\ (\t)f\ 

I 
I .l J.ClJ. J. .1\.}J .J. vv.vvv 

3. Pelayanan Makanan Pasien /Hari Rp60.000 
D.~elay~nan Keperawatan (Askep/ Askeb) /Shift Rp25.000 -· 
E. Pelayanan Gizi (Asuhan Gizi Rawat /Kunjungan Rpl0.000 I Jalan/Rawat Inap] 

4 I Pelayanan Medik dan Terapik I 
A. Tindakanan Medik Bedah Umum 

I 1. Operasi (OK) Kecil /Tindakan Rp2.000.000 ! I 

2. Operasi (OK) Sedang /Tindakan Rp3.500.000 1 

I ~ ll-n.o..-,-,c,; l11V1 Q,,c,.-,..- /T;nrl'"'l,,.."Y'I I RD.::; ()()() ()()() 
'-'• '-./ 1-"'-..L l..A..U..L \ '-J ..L\..J J..JVV~ I I l...l.lA.\..A.~l.\..~..L.J I ... .l v.vvv.vvv 

I 

4. Operasi (OK) Khusus /Tindakan RP6. 500. 000 I 

8. Tindakan Medis Khusus ' 

1. Punktie Pleura /Tindakan Rp190.000 I 
I 

2. Punktie Acites I Tirida kan R 190.000 I 

11 rv 
/Tindakan I Rpl00.000 39. GV Combutsio 
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/Tinc!~kan i Rp20.000 1. Aff drain 
Bcdah Mata, Paru dan ICU 

3. Versi dalam/manual /Tindakan . Rpl00.000 t---+----------~-----------+- 

-48- 

..,., J.\...U.1 \...L \.-L\.-11i:H p1a.:>\..11L I 1 111uar.. 1i 1 '\. v. v I -- 
5. Kuret abortus spontan /Tindakan Rp400.000 
6. Kuret abortus dengan komplikasi /Tindakan , Rp700.000 I 
7. Kuret Molahidatidosa /Tindakan 

1 
Rp700.00H 

8. Embriotomi /Tindakan I i RpS00.000 , 
9. Kompresi Bimanual Interna/ Externa I 

j Rpl90.000 (KBIJ /Tindakan 

10. Senam Nipas /Tindakan Rpl8.000 
- 

l 1. Hecting ruptur portio/kolporapi -- /Ti~dakan Rpl30.000 -- ---- ' 12. .Iahitan peri ... neurn I Dan II : /Tir1dal<.Gn , o ..... 1 ('l('I ('l('l('I I 
I .L'-_tJ.J..vv.vvv I 

13. Jahilan perineum III Dan IV · /Tindakan Rp200.000 
I 14. Ekstraksi korpus alineum 

l 
I /Tindakan Rpl30.000 I vagina/ pemeriksaan vagina I - l 15. Dye tes (Tes fistel) /Tindakan Rpl00.000 I 

I 

lb. Asprrasi / pungctie dengan tuntunan I 

I /Tindakan Rpl30.000 USG I 

17. Tampon intrauteri /Tindakan Rp50.000 I 

- ---- 
1 I 18. Kuldosintesis ! /Tindakan Rp85.000 

1 C). Monitor persalinan dengan KTG 1 /Tindakan , RplS0.000 I 
I 20. Perawatan payudara ; /Tindakan · Rpl8.000 I 

-- _21. Askep Kebidanan/Keperawatan J /Pasien Rp20.000 
22. Pulva Hegyene 1 /Tindakan Rp20.000 I 
23. Kateterisasi (Pakai Alat) '. /Pasien Rp400.000 I 

4 

24. Sitostatika lntus / Pasion I Rp600.000 I 
b. Bayi/N~natus I >--- - 

1. Resusitasi bayi baru lahir 1 /Tindakan Rp75.000 I 
2. Perawatan bayi baru lahir /Tindakan RpS0.000 I 

3. Perawatan i~li p11~~, /Tindakan I Rn'JO 0(1(1 ··.r:-------- 
4. Perawatan Incubator /Hari Rpl00.000 
5. Perawat_an Foto Sinar (Icterus) /Hari Rp190.000 
6. Kateterisasi Tali Pusat /Tindakan Rpl00.000 
7. Pemberian Intake Per-sonde I /Hari I Rp20.000 
8. Memandikan bayi /Hari J Rp20.000_ -- - 
9. Pasang Sonde bayi /Tindakan Rpl00.000 

I 10. Perawatan Infant Warmer /Hari Rp60.000 
11. Cek Residu Lam bung /Tindakan Rp5.000 

I 12. Pemakain CPAP I ITT - .-: Rp200.000 I 
I /llcUl l ·- 
1 /Hari 13. Pemakaian ventilator invasif Rp550.000 

14. Pemakaian ventilator noninvasif /Hari RpS00.000 
15. Pemakaian monitor /Hari Rpl00.000 

I 16. Monitor TW 1 /Hari , Rp5.000 
- - -- -- - t - - - 

_ __! 7. Pemasangan Kateter Umbilical --- ..i /Hari J Rpl30.000 
18. Pemasangana Orogastric Tube (OGT) /Hari RpS0.000 

D. Tindakan Medis dan Perawatan R. Penyakit 
I Dalam 
! 



46. Hemostasis Pada Saluran Cerna Atas 

44. Aspirasi Abses Hepar /Kista Hepar 
4::>. Pemasangan Njft (Guide Endoscopi] 

43. Injeksi Etanol Pada Hepatoma 

42. Biopsi Jarum Halus (Corebiopsy) Dengan 
Tuntunan Us 

41. Biopsi Hepar Mernbuta (Blind) 

40. Extraksi Benda Asing (Saluran Cerna 
Atas 

/Tindakan Rp2. 500. 000 
I 

/Tindakan I Rp3.500.000 
, /Tinr1~ lr~n Rp2. 500. 000 

I • ···--··-" 

/Tindakan i Rp2.750.000 

/Tindakan , Rp3.500.000 
/Tindakan I Rp2.500.000 
/ l indakan I l<p~.000.000 
/Tindakan RpS.000.000 

39. Polipektomi (Saluran Cerna Bagian 
Bawah 

! /Tindakan , Rp2.500.000 
37. Rectosigmoidescopy /Tindakan Rp 1.500.000 
:18. Polipektomi (Saluran Cerna Bagian Atas] 

1---1---3_4. Pemeriksaan Heiicobakterpyiori ' /Tindakan 'Rp350.000 
3 __ 5_. _K_o_lo_n_o_s_k_o~p_i i..c/'--T_i_n_d_a_k_§ln Rp 1. 750.000 -l 
36. Ligasi Varices Esofagus /Tindakan Rp2.000.000 I 

33. Gastroskopi (EGD) /Tindakan Rpl .250.000 
32. Esofago Gaslro Duodescopy /Tindakan Rp750.000 

I Rp40.000 
Rp20.000 
Rp30.000 
Rpl30.000 

I Rp2.000.ooo 

,,.,, .. _,...a....,,1,....,,­ 
/ J. lJ. lUU.l'lr...<.Al..l. 

/Pasit"'n , Rp750.000 
/P~~en _ Rpl.500.000 

31. Phecoemulsifikasi /Tindakan Rp6.000.000 

,----+---29. Puucktie Pleura dengan Tuntunan USG 
,__ 30.~emasangan Pigtail Pada Puuctie Ple~a 

Pcnggunaan Sa02 
26. Aspirasi Tiroid 

1-----1- 27:_ Askep Keperawat~ 
28. Brouchoscopi 

1 /Pasien I Rp230.000 __ 
~/Pa~iCI2_ ___l_B_p25.000 -1 

1 /Pasien Rpl.250.000 

___ --+ / Pasie~ 
· /Pasien 

/Pasien 
/Pasien 

____ 23._Pasang Sonde Dewasa 
24. Senam Penyakit DM 

22. Perawatan Ventilator 
21. Pemasangan Ventilator 

Rp80.000~ 
Rp200.000 

/Tindakan 
/Tindakan 

Rp2.000.000 1 /Pasien 
Rp2.000.000 /Pasien 

15. Pemasangan Intubasi 
1 (1 Ti nrlaka n ek st ubaai 

13. Pemakaian monitor 

-=t·-{~: 
I 12. Pemasangan Elektroda 

Rp2.000.000 
I Rpl 00.000 

Rp400.000 
/Pasien 
/P.-1sie·n 

/Tindakan 
/Tindakan 

1 /Tindakan 
j /Pasicn 
I ·~ • / i-asien 

Tindakan Punctie dan WSD 
Pemasangan Syringe Pump 

19. Perawatan CDL HD 
20. Setting Mode Ventilator 

18. Pemasangan CDL HD 
1 7. Pemasangan CVC 

14. Pemasangan HFNC 
Rp50.000 

I Rp75.000 
I Rp75.000 

Rp50.000 

I Rp25.000 

Rp40.000 _ _j 

Rp30.000 ! 
; Rpl00.000 ·1 

/Tindakan 

/Tindakan 
, /Tinctakan 

/Tindakan 
Memandikan Pasien dewasa 9. 

Rp20.000 

, o--:>r, nnn 
1'-iJ'."1V.VVV 

Rp20.000 
/Tindakan 

Pemberian sitostatika 
7. 
8. 

Lavamen rendah 
6. Klisma/lavamen tinggi 
5. RD 

___ l __ }. _ l~a~ap.~k_·a_t_c_tc_r .__ __ _ 
4. Spooling Kateter 

/Tindakan Rp30.000 2. Scherent 
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Rpl 75.000 
I Rp l 75.000 
I Rp277.000 
Rp215.000 
Rpl 75.000 
Rpl 75.000 
Rpl 75.000 
Rp175.000 
Rpl75.000 

I Rn 17:-1.000 , I ~ 
b. Foto Cervical AP/ Lat I /Tindakan 
c. Foto Mandibula AP /Lat /Tindakan 
d. Foto Sinus Paranasalis I /Tindakan 
e. Foto Mastoid AP /Lat /Tindakan 
f. Foto Thorax /Tindakan 
g. Foto Tulang Belakang AP/ Lat i /Tindakan 
h. Foto Abdomen /Tindakan 
1. Foto Abdomen 3 Posisi ; /Tindakan 
j. Fote Pelvis /'T' .. V"lrl-1,,.... ........ 

/ l. 1..llUO.fi.Clll 

k. Foto Calavicula /Tindakan 

· Rpl 75.000 -j 
/T1nc1RKrtl1 
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4 7. Hemostasis Pada Saluran Cerna Bawah /Tindakan Rp5.000.000 
48. Sklerosing Llemorhoid I ,rr;_-J-1--- I n-n t:: rvrv rvrvr» I I ! u !LI ctn.cu! !'-}'.£. • .JVV. VVV 

49. Pungsi Ascites Dengan Usg /Tindakan Rp750.000 
50. Pemasangan Pigtail Pada Ascites /Tindakan Rp 1.500.000 
51. Ptbd /Tindakan Rp4.000.000 

i 52. Injeksi Histoakril , /Tindakan Rp3.500.000 I 

53. Peg (Percutaneus Endoskopic /Tindakan Rp8.000.00~ Gastrostomy} I 

54. Usg Oleh Kgeh /Tindakan Rpl00.000 
55. Observasi ICU/PICU/NICU /Tindakan Rp5.000 

I So . Tindakan disertai dengan Anesteai I /'t';~.rlr.1,"'.....,. I RpS00.000 i I J. J.1.J.U(....l.1'\..U..lJ. 

E. Tindakan Medis dan Perawatan Ruang I 
Penvakit Saraf 
1. Fungsi Lumbal /Tindakan I Rpl90.000 
2. Tes Perspiral . /Tindakan Rpl 75.000 I 

5 Pelayanan Bedah Sehari (One day Surgery /ODS) /Hari I Rp350.000 I 
6 Pelayanan Jenazah I 

1. Perawatan Jenazah (mandi+kain kafan) /Jenazah , Rp455.000 
2. Pengawetan/Suntikan Formalin /Jenazah I Rp390.000 

I< Ou to psi I j J A'1'1 r:l-?r:l h . Rp650.000 I 

'-'· I I \J ...., "" ,.._._u\.A.1.." I 

4. Penguburan /Jenazah Rpl.040.000 
7 Farmasi 

l. Visite Apoteker /Pasien Rpl0.000 i '2. Peracikan Obat Bungkus 
1 
/P:=is1en , Rp750 

l 

3. Peracikan Obat kapsul /Pasien Rpl.000 I 
4. Peracikan Obat POT /Pasien Rp4.000 
5. Pencampuran Obat Steril IV /Pasien Rp25.000 
6. Pencampuran Obat Steril Sitostatika /Pasien Rp80.000 

'8 l ~ 1 T"""\ • 1 r r-v I T 1 I i r-erayarian KUJUKail/ r-engam.aran .renazan 
a. Jarak < 10 km Rp75.000 l 

i 
Rp75.000 + I 

I I Jarak > 10 km (Jarak x 
I b. Rpl0.000 I 
I I I 

_j__ /km) I 

9 I Pelayanan Penunjang Diagnosa Medik 
A. Radiologi 

1. Radiologi (Foto Rontgen) Polos I 
I 

r- ~ ' .1 , . .- ~ I 



h. CLoting Time 
/Sampel Rpl00.000 g. Darah Rutin 

~----+--- 

/Sampel Rp20.000 

, /Sampel Rp50.000 f. Retikulasi index 
e. Reitz serum /Sampel RpS0.000 
d. ATD + ITRatio /Sampel RplS0.000 
c. Phlebotomi Terapeutik /Sampel Rpl20.000 

1. Hematologi l 

- Testis/ /inguinoscrotal /Tindakan Rp230.000 I 
- Tyroid/Colli/Neck /Tindakan Rp230.000 ! 

1-----1----a_._L_a_~ju~ndap__D_a_ra_h_(~L_E_D_)~--------+--'-/_S_a_m~p0_e_l_-+-_R~p_3_0_.0_0_0 _ ___,I 
b. Evaluasi Darah Tepi ' /Sampel Rpl00.000 

- Guilcling USG 1 /Tincl8kan , Rp230.000 I 
e-- _ _ _ _ c. _ Doppl_e_r _U_S_G ~/_T_in_d_a_k_an _ __,_R~p~3_0_0_. O_O __ o _ ___,I 

B. Laboratorium 

/Tindakan Rp230.000 I - USG Khusus 

I /Tinclakan Rp200.000 
I /Tinclakan Rp90.000 l 

-- : /Ti~d~_k_a_n--R~p-2_0_0_. 0-0-0--;, 

3. Pemeriksaan Radiologi Electromedik 
a. Elektra Cardiografi (ECG) 

1---------;---- 

b. Funduscopy ---=c_:__ _ 
- USG Abdomen 

----------+!_/_Expose j Rp533~0~0 _ I' 

I /Expose Rp370.000 
/Expose Rp550.000 

h. Oescfagogaeter Magg Ducdenografi 
(OMD/OGD) 

1. Histerosalfongografi (HSG) 
--+----- 

J. Lapografi 

: / Expose Rp212.000 g. Oesofagografi 

e. Intravenousphyelografi (IVP) : /Expose RpS00.000 , 
I / Expose Rp450.000 f. Colon in Loop 

! I d. Urethrocystografi /Expose I Rp460.000 I 

2. Radiologi (Foto Rontgen) Media Kontras I 

___ x__:_ Foto Pedis AP/Lat /Tindakan _ Rp125.000 
y. Foto Gigi /Tindakan Rp125.000 
z Forri Pa rior-a m i k '/Tinrl;:il.;;:in Rp17S 000 

w. Foto Ankle Joint AP/Lat /Tindakan Rpl25.000 

u. Foto Patella AP/Lat I /Tin~ak~~- Rpl25.000 
~---\,-. _F_o_t_o_C_r--u-r-is_A_P_/_L_a_t--------~,~/-.T-indakan 'Rpi25.000 

t. Foto Knee Joint AP/Lat /Tindakan Rpl25.000 
s. Foto Femur AP/Lat /Tindakan Rpl25.000 

p. Foto Ante brach ii AP/ Lat ----+--~/_T_in_d_a_k_a_n R~p_l_2_5_. O_O_O _ ___, 
q. Foto Wrist Joint AP/Lat , /Tindakan ! Rpl25.000 -- 
r. Foto Manus AP/Lat /Tindakan Rpl25.000 

o. Foto Elbow Joint AP/Lat /Tindakan Rpl25.000 
n. Foto Humerus AP/Lat /Tindakan Rpl25.000 

,___+-- __ a_._F_i_s_to_l_og~r_a_fi_1 --+-~/_E_~xro~ ---t-R~p~2_7_0_._0_0_0_~ 
~----b_._C_y~s_t_o=gr_a_fi_1 ---------------+-'--/ E~xp~o_s_·e R-=p,__2_9_5_._0_0_0_1 

I c. Urethrografi /Expose Rp295.000 

-- .--,,...,...,.. Cv t-, ....... .,1.-J~- 1 ..... :_ .. 
Hl. ! ULU vliUL.UUl..1 vUHiL 

/Tindakan Rpl 75.000 1. Foto Scapula 
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I Rp20.000 ~ 
I R-r)f""l f\("\f""l ' 

I /Sampel 
I IC.""'..-..-- ...... 1 

1. Bleding Time 
''-1----- Darah J· UVlVll~Q.ll ~a.H I -.>c:Ull/J\..l '-!-'~ v. vvv ---- 

k. Protombin Time (PT) /Sampel Rpl00.000 
1. Activated Partial Thromboplastin Time /Sampel Rpl00.000 (APTT) 

I·. 
m. Fibrinogen /Sampel Rpl00.000 
n. Trombin Time /Sampel Rpl00.000 I 

2. Urinalisis 
a. Urin Lengkap /Sampel Rp30.000 -·--- 
b. U rin Sedimen /Sampel ! Rp30.000 I 
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Rp50.000 , /Sampel d Kr 

I I v. .l~J...&.J..LGl. J.J~ u..&.J.. I I 

a. Glukosa Darah /Sampel , Rp30.000 I 
I 

b. Ureum /Sampel Rp50.000 -1 I c. Kreatinin /Sampel Rp40.000 
I - I eatinin Klirens . -~ ~-· --- --- i Rp38.000 e. Cholestrol Total /Sampel 

f. Cholestrol-HDL /Sampel I Rp50.000 
g. Cholestrol-LDL /Sampel I Rp65.000 
h. Trigliserida /Sampel I Rp63.000 

I SGOT /Sampel i Rp44.000 1. 

J. SG:PT /Sampel Rp44.000 
k. Albumin /Sampel Rp34.000 

I---- -- - 
1. Asam Urat /Sampel Rp35.000 

I I m. HBAlc 1 /Sampcl I Rp200.000 
n. Gamma GT /Sampel Rp75.000 
0. Bilirubin Total /Sampel Rp50.000 
p. Biliru bin Direk /Sampel RpS0.000 
q. Protein Total /Sampel Rp40.000 
r. Alkali Fospatase /Sampel Rp50.000 I 
s. Analisa gas darah /Sampel Rp420.000 --- 
t. Tibc /Sampel Rpl00.000 
u. Fe /Sampel Rpl00.000 

I v. Globulin 1 /Sampel Rp40.000 ' 
w. LOH /Sampel Rp75.000 I 
x. CK-MB /Sampel Rpl50.000 ! 
y. CK /Sampel Rp150.000 
z. Elektrolit(Na.Ca.K) . /Sampel . Rp215.000 I 

I 1 4. Imunoserologi I 
i I 

a. HBSAg /Sampel Rp50.000 I 
b. Anti HBS I /Sampel Rp50.000 I 

Anti HTV 1 /Sampel Rpl00.000 I c. 
I I d. Anti HCV I /Sampei Rp50.000 I 

e. Anti HBE /Sampel Rpl90.000 
f. Widal /Sampel Rp45.000 
g. VDRL /Sampel Rp50.000 I 

I 
h. ASTO '/Sampel I Rp50.000 I 

1. Plano Test j /Sampel I Rp25.000 
J· DHF IgM (Rapid) /Sampel Rp120.000 



., I i . ,. . 
I 

5. Cairan Tubuh 
a. Analisis Sperma /Sampel RplS0.000 

·- 
b. Cairan pleura /Sampel Rpl00.000 --- -- 
c. Cairan Asites /Sampel Rpl00.000 

I d. Cairan Otak /Sampel Rp64.000 
e. Cairan Sendi /Sampel Rp64.000 

6. Tes Narkoba 
a. Narkoba 1 Parameter /Sampel RpS0.000 

I h Narkoba 3 Parameter I c_,,..,..........._._,...1 I Rpl00.000 I I u. I VClUlJ:-'\,! 

c. Narkoba 5 Parameter /Sampel Rp150.000 
i d. Narkoba 6 Parameter /Sampel Rp200.000 ! I 7. Pewarnaan I I 
I a. BTA Sputum 1 x , /Sampel I Rp27.000 I 
I I 

b. BTA Sputum 3 x ! /Sampel Rp85.000 
c. BTA Hansen /Sampel Rp50.000 I 
d. Gram /Sampel Rp50.000 I 

Filariasis /Sampel i Rpl25.000 I e. I 
8. Kerokan Kulit I I 

I I 
Jamur: I a. 
1. Jamur kulit /Sampel Rp80.000 
2. Jamur kuku /Sampel Rp80.000 

I J .. IarrrurRambut /SamnF-1 i Rp80.000 
' i 

b. Feses: i 

I 1. Feses Rutin /Sampel Rp45.000 
2. Darah Samar /Sampel Rp60.000 

l 9. Pelayanan Pemeriksaan Elektromedik I 
a. Amniscopy /Tindakan Rpl00.000 
b. Basal Metabolic Rate/Oxygen /Tindakan Rp150.000 Compsumtion 
c. Deteksi dini tuna rungu /Tindakan Rp250.000 

I d. Broncoskopy /Tindakan Rp 1.400. 000 
e. Carotid Arotid Doppler /Tindakan Rp200.000 
f. Colonoscopy /Tindakan Rpl50.000 

v Ferr-it in , /S;:i m nel I Rn?50 ()()() 

v. T3 /Sampel I Rpl00.000 
f----j w __ ._T_4 --;r/_S_am_~p_el_-+1--=R£100.000 

x. TCM /Sampel Rpl 90.000 

s. TsH3 /Sampel Rp350.000 
, t._T_sH ~/S_a_m_p~e_l ~p~~~·~~~ 

1 u. TUJ::ft;x.. t<"l'I 
I jSampei I .t<p:2!::>U.UUU 

r. FT4N /Sampel Rp400.000 
q. IgM Salmonella /Sampel Rp240.000 

t----+---o~HbeAg ~/_S_a __ m~p~e_l_-+---R_p~2_5_0_._0_0_0---; 
p. Dengue NSl , /Sampel I Rp240.000 

n. Rapid Antigen covid -19 /Sampel Rpl00.000 
m. Rapid Antibody covid - 19 /Sampel Rpl00.000 
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.tj, i-etayanan Medical Cneck 

senagai berikut: 
TARIF ' 

NO JENIS PELAYANAN SA TUAN PELA YANAN 
1 Pelayanan Rawat Jalan (Poliklinik) 

I A. Pemeriksaan I I I 

l. Pemeriksaan Dokter Umum /Pasien Rp25.000 I 
2. Imunisasi /Tindakan RplS.000 
3. Perawatan Tali Pusat (Granulon) /Tindakan Rp20.000 
4. Tindik Telinga /Tindakan Rp25.000 

~ ~. . . ! I 

B. Besaran Tarif Retribusi Pelayan Kesehatan pada Puskesmas ditetapkan 
. . .. 

a. Bahan/ Alat Kesehatan Pakai Habis I 
·--· - ---1 

1. Kantong Darah (Double) 350 ml /Kan tong Rpl25.000 I 
2. Tabung Reaksi ( 17 Ta bung) /Paket Rpl20.000 
3. Reagen Combo 4 (HIV. Sifilis. HBSag. I /~ 1 I Rp7.S.OOO u0H1 • ampe 

.l .l'--' v I I I I 

b. Makanan dan Minuman Pendonor i /Orang I Rp30.000 
Cros Matching/ Darah Batal Pakai /Pasien \ Rpl00.000 I c. 

11.Umt as 

I g. Echo Cardiografi /Tindakan : Rp280.000 I I I 
l-. Elcktro Convi .. rlsive Therapy /'T':-...J~l-~- . Rp45.000 u. I .l .lUUct.fi.a.J..l I 

1. EGG /Tindakan : Rp350.000 1 
J. EMG /Tindakan I Rp350.000 
k. TCD /Tindakan Rp450.000 

- ! Rp180.000 1. Laparascopy /Tindakan I 

I m. Kolposcopy 
---y-- ·--, 

/Tindakan Rpl20.000 · 
I n. Endoscopy dengan biospsi /Tindakan Rp200.000 

0. Endoscopy Tanpa biospsi /Tindakan RplS0.000 

- 1 Q_:_Y_~iother~pi - ----- I Traksi I /Tindakan I - • - .... - - I 
I a. I t<.p4U.UUU I 
I b. Short Wave Diathermy (SWD) /Tindakan Rp40.000 I 

c. {!ltra ~ound (US) /Tindakan Rp40.000 I 
d. InfraRedRays (IRR) /Tindakan Rp30.000 
p Tnfrnnhill ' IT i 11 ch-i k:-1 n Rn~0.000 i 

• J • I 

f. In terf erensi 1 /Tindakan Rp30.000 I 
g. Tens l /Tindakan Rp30.000 I 
h. Exercises Theraphy /Tindakan Rp30.000 I 

Vibrator I /Tindakan I Rp30.000 I 
I. I 
J. Alat -alat bantu: 

1. Walker /Tindakan RplS.000 
2. Wheel chair /Tindakan Rp15.000 

·- 
3. Tripod /Tindakan Rpl5.000 
4. Pararcl bar I r,,;_,-1 ., i,,,_ I 0-1 C::: (\(\/") I 

/ l .1...lJ.UO.n...c..t.1.1 .1,p.tv.vvv 

5. Static Bycicle /Tindakan RplS.000 
6. Handy spirometer 1 /Tindakan RplS.000 

. -- 
7. Aerosol terapi /Tindakan Rpl5.000 

Tr n fusi Darah UTD I 
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! Rn;n 000 
1. Pemeriksaan kesehatan dasar 

(o-meriksaan 1:.:rnrl:.-1 vital hPr::.it h::lrl:-in /P:-1"iPn \J:-' ---- __ ._._. _____ .._ _______ .... ---, ·- -- - .. ~ - -·---·--, I - ------- I - ·r·- - . - - I 
tinzzi badan, dan buta warna) I 

2. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji: I 
I 

a. Golongan Darah /Pasien Rp20.000 
! -- 

b. Pemeriksaan Gula Darah /Pasien _ ~_R_p~~.000 J - . - - - - - - --- ·-- - -- - 
c. 1-'emenksaan Asam urat / Pasien ! .l<p'.2!:>.0UU i 
d. Pemeriksaan Cholesterol /Pasien Rp25.000 ' 

e. Pemeriksaan HB (sahli) /Pasien Rp20.000 
f. Reagen /Pasien Rp25.000 

BMHP , /P,:i~iPn , Rp35.000 i 
0 I o· ) J - ------- 

C. Tindakan I 
1. Pelayanan Pemeriksaan -- -· ....J 

a. Pemeriksaan Dokter Umum/Gigi /Pasien Rp35.000 I 

b. Perawat /Pasien Rp25.000 
c. Ganti Perban 

1. Besar /Tindakan Rp30.000 
2. Se dang /Tindakan Rp25.000 
3. Kecil I /Tindakan Rp20.000 

..I .Jahitan Luka I I I u. 

1. 1- 5 Jahitan /Jahitan RplS.000 
2. 6 - 10 .Jahitan /Jahitan Rp25.000 
3. 11 - 20 Jahitan /Jahitan Rp35.000 
4. Penambahan Jahitan , /Jahitan , RpS.000 I 

e. Tindakan Suntik /Tindakan RpS.000 
f. Pemasangan Kateter /Tindakan Rp25.000 
g. Aff Kateter /Tindakan Rp20.000 
h. Pemeriksaan EKG /Tindakan Rp50.000 
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I_ -- --- uC'\- , ·r - - 1. Pemerfiksaan ::SG If" 'mdakan .l<p~U.UUU 
J. Nebulezer /Tindakan /Pasien Rp35.000 

2. Poli Gigi 
a. Pen ca bu tan I 

I 1. Penc::ihut8n G-igi Tet8p I /G-igi ! Rp7S 000 
2. Dengan Komplikasi 1 /Gigi Rpl00.000 i 
3. Gigi Susu /Gigi Rp40.000 
Penambalan ' b. I 

i 

1. Kavitas Sedang /Gigi . Rp75.000 I 
2. Kavitas Besar I /Gigi Rpl00.000 
3. Light Curing /Gigi Rp200.000 

c. Scalling 
1) Pembersihan Karang Gigi /Pasien Rpl00.000 

I 0\ Pember sihan Karang Gigi Atas i "I /Pasien Rp150.000 dan Bawah 
2 Pelayanan Kegawatdaruratan 

1. Pasang Infus 
a. Dewasa L~asi_en Rp20.000 - ,__..... - - --- - 
b. Anak-anak /Pasien I Rp30.000 I 
c. Bayi /Pasien Rp35.000 



c. ....::, \ l 11 .U 1U 1 ct.:>1C: 1 I 1,_l.)0.v v I f. Pasang Infus Pump /Tindakan I Rp25.000 
g. Pasang Conecta /Tindakan Rpl0.000 

2. Debridemen Luka -- 
a. Debridemen Luka Kecil 1 /Tindakan I Rp25.000 i 

I 

b. Debridemen Luka Sedang /Tindakan Rp45.000 I 
c. Debridemen Luka Besar /Tindakan Rp65.000 I 

3. Jahitan Luka I 

a. 1 - 5 Jahitan _=l;Jahitan _____ RplS.000 _J 
b. 6- 10 Jahitan I I - I 

I iJahitan t<p25.000 i 
c. 11- 20 Jahitan /Jahitan Rp35.000 
d. Penambahan J ahitan /Tindakan Rp5.00H 

4. Penanganan Luka Bakar (1 %) /Tindakan Rpl0.000 
S. Resusitasi Cardiopulmonal (R,JP) 1 /P:-:isif'n I Rp40 000 ! 

I 

6. Suction (bersihkan jalan napas) /Pasien Rp25.000 
7. 02 perliter 1-6 jam /Liter/Jam Rp8.000 
8. 02 perliter > 6 Jam /Liter/ ~am RpS.000 
9. 02 pertabung /Ta bung RpS00.000 
10. Pasang 02 /Pasien Rpl0.000 
11. Observasi 6-8 Jam /Pasien RpS0.000 -- 
12. Pemberian Stesolid /Pasien Rp25.000 
13. Nebuliser 1 Kali /Tindakan RpS0.000 
14. 1\T.,-...l-,..,,i~--- - 1,, l'T',--4~1,~- , o~ric::: r1nn 

1'1\..-U\..4..iJ..~L,.1 .,.. J..A t 1.11.1u.cu.""'o..1.1 1'-.tJ.<::.v,VVV 

15. Pemasangan Tampon /Pasien Rp25.000 
16. Visum Hidup /Pasien Rp75.000 -- 
17. Visum Mayat /Pasien Rpl00.000 

118. Penanganan Fraktur Tertutup , /Pasien i Rpl00.000 I 

19. Penanganan Fraktur Terbuka · /Pasien Rpl25.000 I 
20. Pemasangan Spalak /Pasien Rp75.000 i 

I 
21. Cross Incisi 

a. Cross Incisi Kecil /Tindakan RpS0.000 
b. Cross Incisi Sedang I /Tindakan I Rpl00.000 I 

_J 
c. Cross lncisi Besar I /Tindakan Rp125.000 

~--·-· -· 
22. Pemberian Obat Oral.salep rnata.tetes ! /Tindakan Rpl0.000 telinga. tetes mata I 

3 Pelayanan Rawat Jnap I 
I J - - - I 

A. Visite Dokter ! I -·- 

Dokter Umurn /Hari Rp35.000 
B. Pelayanan Keperawatan (Askep/ Askeb) /Hari Rp20.000 

4 Pelayanan Jenazah 
·-- 

Pengaweta/Suntikan Formalin I /Jenazah Rp350.000 ' _J 
7 Pelayanan Rujukan/Pengantaran .Jenazah I 

a. Jarak < lOkm Rp75.000 
I Rp75.000 + 

b. .Iarak > 1 Okm 
i 

parak x I 
I I Rpl0.000/km) I 

8 Pelayanan Penunjang Diagnosa 

I RpS.000 I /Pasien d. Aff Infus 
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/m2/Hari 

/m2/bulan Rp7.000 Los Non Permanen 

/m2/bulan Rp9.000 Los Permanen A 1 

/rn'.2/bulan 

/m2/bulan 

SA TUAN TARIF 

Rp4.000 

Klos Sem.i Perrnanen 'Rpl2.000 
Kios Permanen 

NO 
------------ ---------+---------< 

Rpl5.000 
- --------- ------ 

Pelataran 

OBJEK/JENIS FASILITAS TIPE 
PA SAR 

Unit/ parkir 

Besaran tarif diteta kan seba ai berikut: 
4. PELAYANAN PASAR 

3 Kendaraan bermotor roda enam ke atas Rpl0.000 

Unit/ parkir 

Unit/parkir 

SA TUAN 

Kendaraan bermotor roda empat 2 

1 Rp2.000 

Rp5.000 

Kendaraan bermotor roda dua dan roda 
ti 8 

NO TARIF OBJ EK/ JENIS 

/Bulan 

/Bulan 

:=l. PF:LAYANAN PARKTR DI TF:PI ,JALAN UMUM 
Besaran tarif diteta kan seba ai berikut: 

3 Industri/Rumah Produksi Rp20.000 

~ 
I /Bulan 

I Rp15.000 

, Rp5.000 1 , Bangunan Hunian (Rumah Tangga) 

2 Gudang/Pertokoan 

SA TUAN NO OBJEK/ JENIS TARIF 

'.2. PELA YANAN KEBEt{SlHAN 
Besaran tarif diteta kan sebazai berikut: 

.L. 1 c111aL bl 

a. Darah Rutin /Sampel Rp80.000 
b. Golongan Darah /Sampel RplS.000 

2. Urinalisis I I I a. U rin Lengkap I /Sampel , Rp25.000 I 
I 

b. Urin Sedimen /Sampel Rp25.000 1 
I 

3. Kimia Darah 
a. Glukosa Darah /Sampel Rp30.000 
b. Cholestrol Total /Sampel Rp35.000 

I Asam Urat \ /Sampei I Rp35.000 c. I 
4. Imunoserologi 

Widal /Sampel Rp35.000 
5. Pewarnaan 

A .. RTA Sputu.m 1 x /811mpF] Rp2S.OOO I 

b. BTA Sputum 3 x /Sampel Rp75.000 
c. BTAZN I /Sampel Rp50.000 - 
d. Gram /Sampel RpS0.000 
e. Filariasis . /Sampel Rpl00.000 

-1 
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i Kios Semi Perrnanen I Rpl0.000 /m2/bulan 
I 

I Rp7.000 /m2/bulan 2 B Los Permanen 

Los Non Permanen , RpS.000 /m2/bulan 
I Pelataran 

--- --- ----- - ·- 
I I 0-n.~ (\(\{> /.....-,2 /Un..-, 

i 
.J..'t"''-'. V-'-1 v I ...1..,1...J.. I J.. ""'-'- ... .1. 

--- ------ -- ~- - - 
· Kios Perrnanen Rpl0.000 /m2/bulan 

I Kios Semi Permanen Rp8.000 /m2/bulan 

3 c I Los Pcrmanen I RpS.000 /m2/bulan 
I I --- Ir- I 
I Los Non Perman en I Rp3.000 /m2/bulan 
r+: Rp2.000 /m2/Hari I Pelataran 

Kios Permanen 
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a. Standar I Kamar / Hari 

I Kamar / Hari 

Rpl00.000 

RplS0.000 b. VIP 

ditetap an sebagai oerikut: - --- 

NO OBJEK/ JENIS LAY ANAN TARIF SA TUAN 

1 Penyediaan Tempat 

4. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/VILA/PESANGGRAHAN 
Besaran taris penyediaan tempat penginapan/vila/pesanggrahan 
.. k . .. 

I /Gazebo I Rp20.000 I 2 I Sewa Gazebo 

esaran tan itetap an se agai en 
I 

NO OBJEK/ JENIS TARIF SA TUAN I 
- - - I 

I 1 Bea Masuk Rp2.000 /Orang I 

3. PELAYANAN TEMPAT l<EK!<EASl/WlSATA 
B ·r ct· k b . b ikut 

esaran tan 1 etap an se azai en ut: -- 

NO JENIS LAYANAN TARIF SA TUAN 

Perneriksaan sebelum dan sesudah Ekor 
I 

Rp75.000 1 (Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Babi) 

2 PemakaianRpH (belum termasuk Rp25.000 Ekor pemeriksaan) 
. - 

'.2. PELAYANAN l<UMAH PEMOTONGAN HEWAN TEl<NAK 
B if dit k b . b ik 

. tiga ··.r--·-- ···~, r- ··-· 

2 Kendaraan bermotor roda empat RpS.000 Unit/parker 

3 Kendaraan bermotor roda enam ke atas RplS.000 Unit/parker 

I 1 I Unit /n:.:irl<-Pr I Rn'J nno Kendaraan bermotor roda dua dan roda 

1. P~LAYANAN Tt:MPAT KHUSUS PAl<Kll< DlLUAl< BADAN JALAN 
__§e~n tarif ditetapkan sebagai berikut: 

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA USAHA 

LAMPIRAN II 
PF.RATlJRAN DAF.RAH KARIJPATF.N KOT.AKA TTMlTR 
NOMOR .L TAHUN Jc~ 
TENT ANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
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SA TUAN TARIF OBJEK/ JENIS NO 



NO OBJEK/JENIS LAYANAN TARIF I SA TUAN 

1. Pemakaian bangunan ! 
a. Sewa Aula Rp2.500.000 I /Hari 
b. Sound System Rp2.000.000 /Hari 

-- --- -- ·---·---- -------- 
Belanja 

c. Lapak/Tempat Berjualan Modal/Masa /Tahun 
Manfaat 

2 Pernak aian Tauah I I 
I 

Tanah Pemda NJOP x Luas /Bulan 
- 

3. Pemakaian Prasarana dan Sarana 

'"' Kursi Plastik Rp2.500 /Unit I ..... /Kegiatan 

b. Kursi Vernekel Rp5.000 /Unit 
/Kegiatan _ - - ·-·-- 

4. Pemakaian Peralatan dan Mesin I 

I I 
a. ~xcavator 1-<p::L~UO.UOU I /Hari 

I 
b. Motor Grader Rp4.500.000 I /Hari 

c. Vi bro Rp3.000.000 /Hari 

d. Trenton I 

1. Kecamatan Tirawuta, Loea, Lalolae Rp500.000 /Hari 
2. Kecamatan Ladongi, Poli-polia, Rp700.000 /Hari Dangia, Mowewe, Tinondo 
") Kccamatan Acre, Lambandia Rpl.500.000 /Hari -:» , 

- - --- 
4. Kecamatan Uluiwoi, Ueesi Rp2. 500. 000 /Hari 

6. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGANGGU 
PEN-YELENGGARAAN TU GAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKA T 
DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN .TIDAK 
MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut: 

PR.A ra n a n c 1 f' a p A n RP. ;:ig;:i1 eri 11t: 

NO JENIS HASIL PRODUKSI UKURAN HAR GA SA TUAN 
-- ----- 

lcm - 3 cm RplOO Ekor 
1 Bcnih Ikan Nila > 3 cm - 5 cm Rp250 Ekor 

> 5 cm- 7 cm Rp400 Ekor -· 
1 cm - 3 cm RplOO Ekor 

2 Benih Ikan Mas > 3 cm - 5 cm Rp270 Ekor 
> 5 cm - 7 cm Rp420 Ekor 
1 cm - 3 cm RplOO Ekor 

'.i , BP-n ih Tki:m T ,f']f' > ~ r-m - s cm Rn?SO I Eknr I . . 

I > 5 cm - 7 cm Rp400 Ekor 
4. Nila Konsumsi Rp30.000 Kg 

5. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH 
R t if rt t k h · h ik 
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_J 

e. Tandem Roller Rpl.000.000 /Hari I 
f. Excavator Mini Rpl.500.000 /Hari ! 

g. Water Tank Rp500.000 /Hari 

h. Loader Rp3.500.000 /Hari 

1. Dozer Rp3.500.000 /Hari 

J. Asphalt Mixing Plant Rp12.500 /m3 

k. Dump Truck Rp300.000 /Hari 
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I I 

\ Indek~ j I Bo bot Indeks 
No Fungsi Fungsi I Klasifikasi I Parameter r Parameter Parameter! 

I (If) I (Bp) (Ip) 
I ! I I I 

1 2 3 4 I 5 6 7 
I I a. Sederhan I 

Usaha 0,7 Kompleksitas 0,3 b. Tidak 1 
1 Sederhana 2 

b. Indeks Terintegrasi (lt) 
Indeks Terintegrasi (It) adalah indeks berdasarkan fungsi dan 
klasifikasi bangunan. Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks 
fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) 
dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) 

I -- - r --- ---- -- --------.- 

NO. FUNGSI BANGUNAN GEDUNG lNlJt.:KS 
LOKALITAS 

1 HUNIAN SEDERHANA 0,5% 
2 HUNIA TIDAK SEDERHANA 0,5% 
3 USA HA 0,5% 
4 USAHA (UM KM-PROTOTIPE) 0,5% 
5 KEAGAMAAN 0,0% 
6 FUNGSI KHUSUS (KEPEMILIKAN NEGARA) 0.0% 

7 FUNGSI KHUSUS (KEPEMILIKAN 0,5% PERORANGAN /SADAN USAHA 
8 SOSIAL BUDAY A I 0,5% 

9 GANDA/CAMPURAN (LUAS <500M2 DAN <2 0,5% LANT AI) 

10 GANDA/CAMPURAN (LUAS >500M2 DAN >2 0,5% LANT Al) 

a. Indeks Lokalitas adalah 0,5% 

2 Gedung Sederhana (f ungsi 
_ . Hunianj Fun si U_s_ah_a~--- 

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA TERTENTU 

LAMPIRAN III 
PRRATURAN OAF,RAH KARUPATRN KOLAKA TTM1JR 
NOMOR l.TAHUN 1014' 
TENT ANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

-oz- 

m2 Rp5.200.000 

Human Fun si trsana 

upa 1 -- -, 
NO JENIS DAN FUNGSI GEDUNG NILA! SHST SA TUAN 

1 Gedung Tidak Sederhana (fungsi Rnn.?S0.000 I n12 - ·- . - - r 

PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) 
I. BANGUNAN GEDUNG 

Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) 
SHST ditetapkan oieh Pemerintah Daerah melalui Surat Kepurusan 
B f 



7 OM2 dan 0,6 <2 Lantai 
b. Luas>SO 0,8 

OM2 dan 
>2 Lantai , 

c. Tabel Keotisien Jumlah Lantai 

Lantai , Koefisien Jumlah Lantai Koefisien 
lantai Jumlah lantai 

Basemen 3 la is + n 1,393+0,ln 31 1,686 
Basemen 3 la lS 1.393 32 1,695 

lS 1.299 33 1,704 
Basemen l la is 1.197 34 1,713 

1 1 35 1,722 
2 1,09 36 1,730 
3 1,12 37 1,738 
4 1,135 38 1,746 ------ 
5 1,162 39 1,754 
6 1,197 40 1,761 
7 1,236 41 1,768 
8 1,265 42 1,775 
9 1,299 43 1,782 
10 1,333 44 1,789 
11 1,364 45 1,795 
12 1,393 46 1,801 
13 1,42 47 1,807 
14 1,445 48 1,813 
15 1,468 49 1,818 
16 1,489 50 1,823 
17 1,508 51 1,828 
18 1,525 52 1,833 
19 1,541 53 1,837 --- 
20 1,556 54 1,841 
21 1,570 55 1,845 J 
22 1,584 56 1,849 
23 1,597 57 1,853 ·-l 
24 1,610 58 1,856 I 

J Usaha I I I r· Non 
I l 2 I UMKM- 0,5 I Pcrrnancnsi ; 0.2 Pcrmanc I I 2 I Prototipe I I b. Perman en 

Hunian I I a. <100M2 I I 

dan < 2 ! *] 3 Lantai 0,15 i *] Mengikuti I Mengikuti I I' > lOOM2 0,17 I I I 'Tl_ 1- -1 u. I I i li::lUC'l Tab el I dan > 2 I 
Ketinggian 

I 
0,5 Koefisien 

Lantai Jurnlah Koefisien I .Jurnlah I 

4 0 I Lantai Lantai 
I ~amaan I 

I , Fungsi I c:: 1 I v Khusus i i I i I 
I 

6 Sosial 
I 0,3 : FAKTOR KEPEMILIKAN (FM) 

Buda ya a.Negara= 0 
Ganda/ I 'b.Perorangan / Badan Usaha = 1 I Campuran I I 

i~ 1 " ,...,-c::A I I 
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: Luas Total Lantai 
: Standar Harga Saruan Tertinggi 
: Indeks Lokalitas (Nilai Paling Tinggi 0,5 %) 
: lndeks Terintegritas 
: Indeks Bangunan Gedung Terbangun 
: Luas Lantai Ke-i 
. Lua.s Basemen Ke-I 
: Indeks Fungsi 

Keterangan : 
LLt 
SHST 
Ilo 
It 
Ibg 
LLi 
LBi 
If 

Rumus Perhitungan Bangunan Gedung,lndeks Terintegritas dan 
Koefisien Jumalah Lantai. 
Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung 
Nilai .t<etribusi lNr) : LLt X [ Ho X. Sl-iST j X It X Ibg 
LLt : I [ Lli + LBi ] 
It : If X I [ bp X Ip ] X Fm 

0.65x50%= 0.325 
0.45x50%= 0.225 
0.30x50%= 0.150 

; 
1 
Bernt 

~--,- Pele;tarian/Pemugaran 
I Pratama 
I I Madya 
! , Utama 
! 

No i Jenis Pcmbangunan I Indeks BG Terbangun (Ibg) 
1 ' Bangunan Gedung Baru 1 
2 Rehabilitasi/Renovasi BG 0.45x50%= 0.225 Sedang 0.65x50%= 0.325 I 

d. lndeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) 

Keterangan : 
Lli : Luas Lantai Ke - i 
KL : Koefisien .Jumlah Lantai 
Lbi : Luas Basemen Ke - i 
Kbi : Koefisien Jumlah L 

I y {Lli x KL) , -r y f Lui x KBl l 
(I Lli + I Lbi) 

Keofisien Ketinggian BG = 

Kcterangan : 
1. Untuk basemen clisebut koefisien jumlah lapis 
2. Untuk lantai disebut jumlah lantai 
3. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai 

atau lapis basemen pada bangunan gedung 
4. Diatas 3 iapis basemen,koefisien ditambahkan 0, l setiap iapisannya 
5. Diatas 60 lantai,koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya 

-- ~,- I - - I --,-...,_ I 

27 1,645 i 60 + (n) I 1,862 + 0,003 (n) I 
28 1,656 
29 I 1,666 
30 1,676 I 

1 Rn? 1 n34 ?n 
1,859 59 1,622 25 
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Tanggul/ DPT Rp3.000 m 
Turap Rp2.500 m I 

I 

2 Konstruksi Penanda Masuk Gapura Rp3.000 _Jm2 Lokasi - - 
I ; I I Uerbang l<pb.000 Im" 1 -- 

3 Konstruksi Perkerasan Jalan Rp7.500 m2 
Lapangan Rp2.500 I ml I Upacara +-- --~ 
Lapangan Olah. ' I 

Rp3.000 m2 I Raga Terbuka I 
Konstruksi Perkerasan Aspal Rp3.000 m2 I 

4 

5 Konstruksi Perkerasan 
I Rp3.000 m- Grass block - -- __L 

6 Konstruksi Penghubung Jembatan RpS0.000 m2 

Box Culvert RpS0.000 m2 ! 
7 Konstruksi Penghubung Rp150.000 I m? I (Jembatan Antar Gedunzl 

Konstruksi Penghubung I I 8 (Jembatan Penyeberangan Rp130.000 m2 
Orang I Barang) I 

9 Konstruksi Penghubung Rp150.000 m2 I 
JJembatan Bawah Tanah) I 

......--- -I 

10 Konstruksi Kolam/Reservoir Kolarn Renang Rp7.000 m2 I 
Bawah Tanah 

Rp5.000 Pagar Beton m 

HARGA SATUAN T I 
RETRIBUSI I ~'""'.~.RA~.. SATUAN r Ki\ -:,1"\ 1 'U\ I 

HS b I 
Konstruksi 
pembatas/penahan/ 1 

b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung 

~·- JENIS PRASANA BANGUNAN 

No I Jenis Pembangunan Indeks PrasaranaBG _ _j Terbangun (I) 
1--- 
I 1 Bangunan Gedung Baru 1 I 
I 

12 Rusak Berat/Pekerjaan I 
Konstruksi Sebesar 65% dari 0.65x50%= 0.325 I 

BG I ----, 
3 Rusak Sedang/ Pekerjaan 0.45x50%= 0.225 i 

I 

Konstruksi Sedang 45% dari I 
I 

BG I 
I I 

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG 
a. Indeks Bangunan Gedung Terbangun 

: Bobot Parameter 
: Inrleks ParnmPtPr 
: Faktor Kepemilikan 

bp 
Tn • 
Fm 
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Ko lam 
Pengolahan Air Rp5.000 m2 
Reservoir di 
Bawah Tanah 

] 1 Konstruksi Septicktank Rp20.000 m2 

12 Konstruksi Menara Menara Rp70.000 5 m2 i 
Reservoir I 
Cerobong Rp40.000 5 m2 I 

I Rp55.000 
I 

13 Konstruksi Menara Air 5 m2 I 

14 Konstruksi Monumen Tugu Rpl00.000 Unit (Tugu I Mon umen) I 

I Pa tung Rp75.000 Unit 
I 

I Di Dalam Persil Rpl00.000 Unit 
I 

Di Luar Persil Rp75.000 Unit I I 
I 
I Rpl.000.000 
I I (Luas maksimum I 
I is Konstruksi Instalasi/Gardu 10 M2.apa bila ada 

Instalasi Listrik pertambahan luas Unit I Listrik unit dikenakan i 
I biaya tamabahan 
I Rp200.000/m2) 
I Rp2. 000. 000 I 

I (Luas maksimum 

I Instalasi 10 M2.apa bila ada 
Telephone/ Ko pertambahan luas Unit I 

I munikasi unit dikenakan 
I biaya tamabahan 
I Rp200.000/m2) I 
I Rp2.000.000 

(Luas maksimum 

lnstalasi 10 M2.apa bila ada 
Pengolahan pertambahanluas Unit 

unit dikenakan 
biaya tamabahan 
Rp200.000/m2) 

16 Konstruksi Reklame / Papan Billboard Rp75.000 m2 
Nama /Papan lklan 

Papan Nama 
(Berdiri RpS0.000 m2 
Sendiri) 

17 Fondasi Mesin di Luar Rp450.000 Unit Bangunan 

18 Konstruksi Menara Televisi Ketinggian Rp15.000.000 Unit lOOm 
19 Konstruksi Antena Radio 

1. Standing Tower dengan Ketinggian 25 - Rp2.500.000 Unit 
I Konstruksi 3 - 4 Kaki 50m 
I Ketinggian 51 - Rp3. 500. 000 Unit l 75m 

Ketinggian 76 - Rp4 .500. 000 Unit lOOm 
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Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung 
V x I x Ibg x HSpbg 
Keterangan : 
V : Volume 
I : lndeks Prasarana Bangunan Gedung 
Ibg : Indeks BG Terbangun 
HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung 

\ 23 J Konstruksi Penyimapan/Silo J I RpS.000 I m-' 

Ketinggian 101 RpS.500.000 \ Unit ! - 125m I 

Ketinggian 12 6 Rp7 .500.000 Unit 1 - 150m 
Ketinggian Rpl0.000.000 Unit i diatas 150m 

2. Sistern guy wire Zbentang Ketinggian O - I 
i I 

kawat 50m Rpl.200.000 j Unit 

I -- 
Ketinggian 51 - Rp2.200.000 75m I Unit 

I 

Ketinggian 76 - Rp3. 000. 000 I Unit 
I , lOOm I : 

Ketinggian I lebih dari Rp5. 500. 000 Unit 
lOOm 

20 Konstruksi Antena Tower I 
Kornunikasi i 

I -- I Ketinggian I 1. Menara Bersama kurang dari RpS.000.000 Unit I 25m I 
Ketinggian 25 - Rpl0.000.000 Unit i , 50m I I 

-; 

Ketinggian Rp15.000.000 Unit I 
diatas 50m 
Ketinggian 

2. Menara Mandiri kurang dari RplS.000.000 I Unit 
I 25m I 

I I : 
Ketinggian 2 5 - Rp40.000.000 Unit 50m 
Ketinggian Rp65.000.000 Unit diatas 50m -- 

Tangki Tanam Dalian Dakar t T fc_;._ ' ,, 1 n- 1 7C'.A rvrvrv i "'l. .L'-}.Jl., / .JV,VVV U 11.Ll 

22 Pekerjaan Drainase (Dalam Saluran Rp5.000 M Persil) 
I Kolam RpS.000 I m? ' 

' i r-- 
T~mpung 

I 
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2020 tentang Cipta Kerja dan dicabutnya Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis 
Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal 
ini rnemiliki tujuan untuk untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak 
pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi 
pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga 
manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya 
pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi 
oleh Daerah, dan mernpermudah rnasyarakat dalam mernenuhi kewajiban 
perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan 
adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Salah satu hal baru yang 
diatur terkait pajak yaitu kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara 
level pemerintahan provinsi dan kabupaten/Kabupaten, yaitu PKB, 
BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB scjatinya 
merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat 
meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, 
karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta 
memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan 
keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap tiap level 
pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. 

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari beberapa 
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur terkait pajak daerah dan 
retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa 
penyempurnaan dilakukan dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam 

1. UMUM 
Pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berimbas pada 
berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, di antaranya sektor keuangan. 
Salah satu urusan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
diserahkan kepada daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kebijakan 
desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka 
meriingkatkan kemarnpuan keuangan daerah (luc..:ul iaxiriq poureri Lian 
kapasitas fiskal (fiscal capacity) daerah untuk menjalankan setiap urusan 
yang dilim pahkan kepada daerah. 

Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut pada saat 
ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Llubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah. 
Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, 
Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut 
Pajak dengan penguatan melalui restrukturisasi jcnis Pajak, pemberian 
sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis 
Rctribusi, dan harrnonisasi dcngan Undang Undang Nornor 11 Tahun 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
NOMOR .i TAHUN lO!~ 

TENT ANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
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infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak 
termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, 
fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun. 
Huruf h 
Cukup jelas. 
Huruf i 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

PRsRl ~ 
Cukup jelas. 

Pasal6 

Cukup jelas. 
Huruf g 
Yang dimaksud dcngan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta 
api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light 
Daz'I Transits atau ""'YI()" seienis" adalah ;,,1,, .. ,..,,,.] "r:,r,n- rlim,nr:,l,.r:,r, <>Phr:>n-r:>i J.\. L ~''-"'- a,..~c.c.,/7 ......_\,. J4i.AJ...l.l:)'-·"·"'J ..L,t,.& "'4.I.A..L......_J..LJ'-4.1......._..L ..1.V..1.J\.4.L.l.l::)'lo,.,4,...l.b'-4..L..L'-4.1,.1,.t..,4..l.& "-''-'U......._b'-"&. 

Huruf f 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Ayat (I] 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
Anra ra Pemer in ta h Pusar da n Perner in ta h a n Daera h , dia nta ranya: 

a. pengaturan seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 
[satu] peraturan daerah; 

b. replikasi 5 (lima) jenis Pajak menjadi 1 (satu) jenis pajak yaitu PBJT; 
c. pcngaturan mengcnai opsen PKB dan BBNKB; 
d. dihapusnya beberapa jenis retribusi: 
e. pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung 

kemudahan berinvestasi; dan 
f. kerahasiaan data wajib pajak. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna tcrciplanya kepastian 
hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan dalam 
pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah maka dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang Pajak 
Oaerah dan Retribusi Daerah. 
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Pasal9 
Cukup jelas. 

2. I'!JOP Bangunan: 
a. Rumah dan garasi 400 x Rp350.000,00 = Rp140.000.000,- 
b. Taman 200 x Rp50.000,00 = Rpl0.000.000,- 
c. Pagar (120 x 1,5) x Rpl 75.000,00 = Rp 31.500.000,- 
Total NJOP Bangunan = Rpl81.500.000,- 
Nilai .Ju al Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rpl0.000.000,- 
Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp 171.500.000,00 

3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp41 l .500.000,00 
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0, 1 %. 
5. PBB terutang: 0, 1 % x Rp41 l.500.000,00 = Rpl.234.500,00 

Ayat (1) 
C'.11 kn p j 1-·J l'l S 

Ayat (2) 
a. kenaikan NJOP hasil penilaian; 

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian 
misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP 
dan menvebabkan kenaikan NJOP vane- sane-at siznifikan. maka danat 

.... .; ....... .......,. '-J .£. 

diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan 
secara bertahap. 

b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/ a tau 
Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak 
misal, objek pajak yang digunakan semata-rnata untuk tempat tinggal, 
persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah 
dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan 
komersial. 

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten /Kabupaten. 
Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu 
wilayah Kabupaten/ Kabupaten misal, Kabupaten A dapat menyusun 
klasterisasi sebagai berikut: 
- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 

sebesar 60%. 
- NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan 

PBB-P2 sebesar 80%. 
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 

sebesar 100%. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Pasal 7 

Cukup jelas. 
Pasal8 

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi 
terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 
10.000.000,- (~eµuluh ju ta ruviah). 
Contoh: 
Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa: 
, Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp300.000,00 / m2; 
, Bangunan seluas 400 m2 dengan nilaijual Rp350.000,00/m2; 
, Tarnan scluas 200 m2 dcngan nilai jual R.p50.000,00/m2; 
, Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan 
nilai jual Rpl 75.000,00/m2. 
Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut: 
1. NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,00 = Rp240.000.000,- 
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Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk 
pernberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan 
pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama. 

Huruf g 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Huruf a 

Contoh Pcnjualan dan/atau pcnycrahan Makanan dan/atau 
Minuman: 
1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada 

konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), 
kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual 
kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, 
dan/ a tau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, 
Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas 

Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 

u'' -· ,+ l-. 1 l. U..1 U.l U 

Pasal 10 
C11k11p jelas 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Ayat l l) 
Cuku p j elas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jeias. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Ayat (1) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
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Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jela.s. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
Huruf h 

Huruf b 

Cukup jelas. 
Pasal 19 

Cukup jelas. 
Pasal 20 

Cukup jclas. 
Pasal 21 

Ayat (1) 
Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf e 

pelayanan riil toko roti apakah 
atau memberikan pelayanan 

perpajakan, bergantung pada 
hanya menjual (distribusi) 
selayaknya Restoran. 

Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 

penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, 
me la in ka n mr-ru nakan ohiP.k ria ia k ner+a m hah an n ila i ... - J ' J. • .., J. 

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kabupaten Z 
melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti 
diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian 
didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada 
konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada 
konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada 
konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karcna itu, toko roti 
dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan 
minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak 
pertambahan nilai. 

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pu sat Pertokoan Y di 
Kabupaten Z melakukan produksi (proses pembuatan dan 
pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada 
konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan 
penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, 
kursi, dan/ a tau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh 
karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran 
sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak 
terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan 
nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki 
merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan 
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Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasa!24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan "olahraga perrnainan" adalah bentuk 
persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness 
center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan 
sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya. 

Huruf j 
Cukup jelas. 
Huruf k 
Cukup jelas. 
Huruf 1 

Huruf i 

Cukup jelas. 
H11.n1f i 
Cukup jelas. 
Huruf j 

Yang dimaksud dengan ''tempat tinggal pribadi yang difungsikan 
sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang 
disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, 
tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang 
(lebih dari satu bulan). 

Huruf k 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal23 
Ayat (1) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
Huruf h 

r ang dimaksud aengan permainan ketangkasan" acaian bentuk 
permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman 
bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan 
maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola 
ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya . 
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Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

Pasal 43 
Cukup jelas. 

Pasal 44 
Cukup jelas. 

Pasal 45 
Cukup jela s. 

Pasal46 
Cukup jelas. 

Pasal47 
Cukup jelas. 

Pasal48 
Cukup jelas. 

Pasal49 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
Pa sal ?(1 

Cukup jelas. 
Pasa127 

Cukup jelas. 
Pasal28 

Cukup jelas. 
Pasal29 

Cukup jelas. 
Pasal 30 

Cukup jelas. 
Pasal 31 

Cukup jelas. 
Pasal 32 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasa137 
Cukup jelas, 

Pasal 38 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan 
Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pcngambilan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Cukup jelas. 

Pasal40 
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Cukup jelas. 
Pasal 69 

Cukup jelas. 
Pasal 70 

Cukup jelas. 
Pasal 71 

Cukup jelas. 
Pasal72 

Cukup jelas. 
PFlSFl 1 7:1 

Cukup jelas. 
Pasal 74 

Cukup jelas. 
Pasal 75 

Cukup jclas. 
Pasal 76 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Pasa166 
Cukup jelas. 

Pasal 67 
Cukup jelas. 

Cukup jclas. 

Cukup jelas. 
Pasal64 

Cukup jelas. 
Pasal65 

Pasal G3 

Cukup jelas. 
Pa sa l so 

Cukup jelas. 
Pasal 51 

Cukup jelas. 
Pasal 52 

Cukup jelas. 
Pasal 53 

Cukup jelas. 
Pasal 54 

Cukup jelas. 
Pasal 55 

Cukup jelas. 
Pasal 56 

Cukup jelas. 
Pasal 57 

Cukup jelas. 
Pasai58 

Cukup jelas. 
Pasal59 

Cukup jelas. 
Pasal60 

Cukup jelas. 
Pasal 61 

Cukup jelas. 
Pasal 62 

Cukup jelas. 
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Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 84 
Cukup jelas. 

Pasal 85 
Cukup jelas. 

Pasa18fi 
Cukup jelas. 

Pasal 87 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" 
adalah tern pat khusus parkir di luar ruang milik jalan. 
Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, 
dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: 
1. tempat parkir yang terdapat di kantor-kantor pemerintah, seperti 

kantor kepala daerah (kantor gubernur, bupati/Bupati) atau 
kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD); 

2. tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang 
dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada 

Pasal 83 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan "pelataran" adalah lapangan atau tempat 
terbuka di pasar tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan 
barang dan/ a tau jasa yang bersifat tidak permanen. 

Ayat (2) 
Cukup jclas. 

Huruf c 

Pasal 77 
(:1_1k11p jPlRS. 

Pasal 78 
Cukup jelas. 

Pasal 79 
Cukup jelas. 

Pasal 80 
Cukup jelas. 

Pasal81 
Yang dimaksud dengan "tepi jalan umum" adalah bagian tepi jalan di 

dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
Pasai82 

Ayat (1) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "kios" adalah bangunan di Pasar tradisional 
yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk 
memperdagangkan barang dan/ atau Jasa. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan "los" adalah tempat berjualan dalam 
bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk 
memperdagangkan barang dan/ a tau jasa. 
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Cukup jelas. 
Pasal 106 

Cukup jelas. 
Pasal 107 

Cukup je las. 
Pasal 108 

Cukup jelas. 
Pasal 109 

Cukup jelas. 
Pa sal 110 

Cukup jelas. 
Pasal 111 

Pasal 105 

Cukup jelas. 
Pasal 104 

Cukup jelas. 

Pasal 103 
Cukup jclas. 

Cukup jelas. 
Pasal 101 

Cukup jelas. 
Pasal 102 

Pasal 100 

Pasal88 
Cukup jelas. 

Pasal 89 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal90 
Cukup jelas. 

Pasal 91 
Cukup jelas. 

Pasal92 
Cukup jelas. 

Pasal 93 
Cukup jelas. 

Pasal94 
Cukup jelas. 

Pasai 95 
Cukup jelas. 

Pasal96 
Cukup jelas. 

Pasal97 
Cukup jelas. 

Pasal 98 
Cukup jelas. 

Pasal 99 
Cukup jelas. 

rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum 
la irinya milik Perne rin t a h DHPrnh. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 

Cukup jelas. 
PRSHl 11? 

Cukup jelas. 
Pasal 113 

Cukup jelas 
Pasal 114 

Cukup jelas 
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